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SAMBUTAN 
PELAKSANA HARlAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucap syukur Kehad irat T uhan Yang 

Maha Esa atas Rahmat dan HidayahNya serta atas 

kerjasama dari berbagai pihak, Badan Narkotika Nasional 

telah berhasil menerbitkan Juknis Advokasi Bidang 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk 

Masyarakat. 

Seiring dengan permasa lahan Narkoba ya ng terus 

meningkat, rnaka perlu dilakukan suatu upaya untuk 

mernperoleh dukungan dari berbagai pihak dan segenap 

elernen masyarakat, baik instansi pemerintah, swasta 

rnaupun organ isas i sosial kernasyarakatan / lernbaga sosial 

masya rakat untuk rnemerang i penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba rnelalui program dan peran 

serta masing-masing yang dilandasi oleh suatu 

pemahaman bahwa permasalahan Narkoba rnerupakan 

tanggung jawab kita bersama. 



Petunjuk teknis 1111 dimaksudkan untuk 

membcrikan panduan pemahaman ten tang upaya 

memobili sasi pcran serta Lembaga / Ins tansi dalam 

Pcn cq~,"a h an Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Pereda ran Gelap Narkoba melalui perumusan keb ijakan 

ya ng be rs itil! mendukung pelaksanaan program, baik dari 

sis i anggaran maupun dari sa rana pendulwng lainnya. 

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, 

Pengarah, dan Narasumber se rta semua pihak yang telah 

membantu, Saya sampaikan penghargaa n dan ucapan 

terima kas ih . Semoga Tuhan Yang Maha Esa senan ti asa 

memberikan petunj uk kepada ki ta sekalian dalam 

mewujudkan Indones ia bebas Narkoba. 

/"';'\ Perpustakaan BNN 

\:::111201000746 



KATA PENGANTAR 

K ecenderungan penyalahg unaan dan peredaran 

narkoba setiap tahun terus menga lami 

pen ing katan, hal ini telah menjadi ancaman 

bahaya yang serius terhadap berbagai aspek 

l<ehidupan manus ia, masyarakat dan bangsa. 

Penangg ulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan 

i<esanggupan semua pihak, tetapi j uga aks i nya ta semua 

.Jajaran pemerintah, pihak legislatif bai k pusat maupun 

daerah dan partisipasi aktif sel uruh lapisan masyarakat 

termasuk organisasi non pemerin ta h (NGO) serta dunia 

usaha . 

Jujur kita akui, bahwa dalam kenyataannya, belum 

semua instansi petne rin tah / swasta dan 

menyada ri ten tang serius ancaman 

nlasyarakat 

bahaya 

penyalahgunaan dan percdaran gclap narlwba, serta 

belum men unj ukan dukungan , komitmen dan tindal<an 

nyata untu k mencegah dan mcmhcrantasnya dalam 

rang ka melindungi scluruh rakyat Indones ia terutama 

generas i muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan 

narkoba. 

Dan masih banyak pihak ya ng beranggapan 

bahwa tugas dan tanggung jawab penaggulangan 

permasalahan narkoba, adalah merupah .. an tu~as 



pcmcrintah '".1"· Selarna masyarakat 

anggapan yang dcmikian, mal\a upaya 

rnempunyai 

pencegahan 

pcnanggt1langan pcrmasa lahan pcnyalahguna~n narkoba 

tidal< al«•n bcrhasil scsuai ya ng diharapl<an. Oleh sebab 

itu. perlu tnltuli mcny usun program ya ng lebih 

lw mprchcnsit: terutama kegiatan advokasi kebijakan dan 

progran1 penccgahan, pcmbcntntasan penyalahgunaan 

dan peredaran gclap narkoba (P4GN) kcpada instansi 

pcmcrintah dan seluruh masyaral<at Indonesia. 

Dengan Program dan kegiatan advol<asi 

diharaplian semua pemangku kcpcnt ingan (stakeholders) 

penanggulangan ancaman penya lahgunaan bahaya 

narkoba mcmpunyai komitmen dan kebijal<an dalam 

progra m pencegahan , pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narlwba (P4GN), sehingga bahaya 

narkoba menjadi musuh bersama, dan pencegahan 

mcnJadi perang untuk melawan bahaya penya lahg unaa n 

narlwba. 

Untuk kepentingan itu, disusunlah Pedoman 

Advokasi P4GN ini untuk dijadil<an pedoman oleh semua 

pihak pemangku kepentingan P4GN diseluruh Indonesia. 

Memaham i keragaman sosial, ekonom i, budaya dan 

aga ma masyarakat Indonesia. Buku Petunjuk Teknis 

Advokasi untuk Lembaga/ InstaJJSi ini hanya disusun 

dalam ga ri s-garis besar, yang penerapannya memerlukan 



penyesuaian dengan ling lw ngan dan l;omun itas lo kal 

sehingga koheren dan etckti t: 

Bagaimana bail<nya bulw di susun , 

lw manfiwtan nya untuk men ing ka tkan lw mitmcn 

kepedulian dan pertisipasi para pcmbuat l<eb ijakan , bail< 

peme rintah maupun masya ral<el t terhadap program 

P4GN, semuanya ditentukan o lch ni a t kcs ungguh an dan 

lw mi tmen para pctugas di lapangan. Scmoga Allah, 

Tuhan Yang M aha Esa rne ridh o i upaya l<ita 't· rmw dalam 

menyelanwtkan segenap ral<yat ban ~!" a I ndoncsia dari 

anca man bahaya penyalahgunaan dan pc reda ran gelap 

nCirl\oba. 

.Jal<arta. Olaoher ~oos 

Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Kita Akui Bahwa Kita Telah Kalah Perang 

Program kampanye anti Narkoba yang dilancarkan 
oleh pemerintah Indones ia dapatlah dikatakan 
telah meraih "sukses". Buktinya, hampir semua 
orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa 

narkoba itu jahat. Kalau kita mengajak seseorang 
memakai narkoba, ia pasti menolak, bahkan marah. 
Orang Indones ia sangat benci narkoba. Hal ini terlihat 
dari banyaknya spand uk dan poster antinarkoba eli mana
mana. 

Namun, fakta dan data di sisi lain menunjukkan 

jumlah pemakai narkoba di Indonesia terus meningkat 

secara mengerikan. Dalam kurun 38 tahun ( 1970 - 2008), 

jumlah pemakai naik 200 kali lipat atau 20.000 persen. 

Mengerikan! Mengapa demikian? Itulah wajah Indones ia 

yang cenderung selalu paradoks. 

Sangat sedikit jumlah rakyat bangsa ini yang 

paham betul tentang narkoba. Ketika Presiden Soesi lo 

Bambang Yudhoyono mengajak seiuruh bangsa 

Indonesia untuk berperang melawan narkoba, maka yang 

terbayang dalam benak l<ita adalah berperang meiawan 

para pengedar narkoba. Padahal, pertempuran yang 

sesLmgguhnya tidak semudah yang yang kita pikirkan 

itu. Karena kita tidak pernah tahu, siapa saja musuh ya ng 



haru!' )\ ita lawan. Dalam kondi s i y ang scpc rti ini , mal\a 

pe rte mpuran alu1n sulit dimc nang l\an . 

Bandar dan pcngedar narko ba adalah perusak 

generasi yan g licin dan cerdilc Merel<a memanfi1atkan 

l<e tidalitahuan ral<yat bangsa 1n1. Mereka tidak 

mcnawarl\an narko ha sebagai narl\oba , me lainl\an 

sebagai food supplement, pi I pin tar, pi I schat dan lain-lain. 

Al<ibatnya, orang yang menyatakan antinarkoba itu 

tertipu , l\cmudian tanpa sadar malah tnemakai narl\oba. 

Sing katnya, kita rakyat bang sa in i, khusus pihal< 

yan g berlw mpeten telah kalah dalam perang melawan 

narko ha. Ruktinya , jumlah dan kualitas penya lahg un aan 

nark oha semakin mcningkat seca ra fimtas ti s. 

Dampak buruli penyalahgunaa nnya pun semakin 

mcnyengsarakan. M eng apa semua itu bisa te 1~jadi ? 

Surnber dari l<ekalahan yang beruj un g pada musibah ini 

adalah l< e tidaktahuan ra l<yat tentang narko ba di tengah 

kegetiran hid up yang meng himpit. 

Pengetahuan tentang seluk-beluk narlwba harus 

dimiliki oleh seluruh rakya t bangsa ini aga r rn ere l<a tahu , 

sadar, dan karcna itu dapat ikut berperan g dan menang. 

I tul ah lwnci sukses untuk memenang i perang melawan 

pcnya lahg un aa n narko ba. 

\Valaupun perang melawan pe nyalah~una a n 

narlw ha helum sdcsai , tctapi dalam perte rnpuran itu 



terny<HLI l\ita tl'la h rnenga lami kd,alahan ye:mg sangat 

trag-is. Bul<ti-buktinya adalah scbaga i bcr ikut: 

1. Fakta Penyalahgunaan Narkoba 

Menurut data yang dipcro lch BNN, da lam 

tah un 200 I - 2006 tercata t j umlah '" '"" narkoba 
mcning kat da ri 3.6 17 l;as us menjadi 17.355 l;asus, 
denga n l\ena il\an rata-rata kasus sebesa r ~1·2 ,4% per 
ta hun . Dari l\asus-J,asus tersebut, tercatat bahwa 
j umlah tersa nglia meningkat da ri 4.924 o ra ng pada 
tahun 200 I . Sedangkan, pad a ta hu n 200() menjad i 
3 1.63.5 o rang ata u meningkat rata- rata ~~9,.S% per 
tah un. 

Hal itu menunju kan bahwa, jumlah 
penya lahg unaa n narkoba rcrus meningkat sec;n·a 
fimtastis. Bahkan, apa bi la dihitu ng sejak rahun 1970-
an hingga tahun 2008 ata u selama 38 tahun sejal< 
narkoba mulai menjad i candu di Indonesia, j umlah 
penggunanya telah mening l<at sebanyak 200 kali 
lipat lebih ata u 20.000%. 

5!. Pemakai Semakin Variatif 

Jika clulu pemakai atau pcngguna na rlwba identik 

dengan pa ra pemnda dan pemudi berandalan ya ng 

berla tar belakang keluarga "brokm home .. , sekarang 

pengguna narkoba lebih berYariasi. Bul«nl hanya 

pemuda dan pcmudi, ada juga lansia, anak-ana k, ibu 

rumah tangga, bahl<an ada j uga cl;sclmrit: pcjabat, 

aparat pcmerintah , tokoh masya ral;at, pol isi, politisi , 



pl'ng-:111g-g-uran. ahli lwiHIIll , dol\lcr, penud\a aga m a, 

alnri~ dan s('hap;ainya. 

3. Daemh Pel~Vebm·an Senwkin Jl!l eiii<IS 

Dulu pt.'n~guna nclriH>ba hanya ada di kota

i'iola Ucsar. Sel·wrang- pelalnmya mduas IH! \i ota J,cci l, 

hahl«lll l<e desa-desa di se l11r11h pelosol< nege ri ini 

pun narl'ioba tt.' lah al\rab dcngan masyara l'i t:lt. Dcsa

desa di l11ar pulau .Jawa telah di.ialllahnya. Tida l< ada 

wilayah y<mg bchas narl'ioba eli Indo nesia . 

-1. Keterlib<!tiinlndonesi<l Meningk<~t 

Dalam pcrdagangan na rl<oba di dunia, dulu 

Indonesia hanya menj ad i tc mpat singg;ah se rn entara 

(transit) narl'ioba d a r i dacrah scg;itiga e m as (Birma, 

1\alllb~ja. Thailand ) yang alian diba\\·a l< c 1-:ropa. 

Amcrib1 , Australia a tau Jcpang. 

Se\.; a rang; Indones ia sudah m cni ng l'iat m cnjad i 

daerah pcmasaran. Artinya, pcdav;ang nar\.;oba 

scngaja datang i'i e Indonesia Ulllul< bc1:jualan 

narlwba, dan pelllbelinya adalah o ran g lmlonesi;L 

Pcran Indonesia \.;ini hahl.;an sudah IIH.: ning"kat 

111en,iadi dacrah pcrnhuat (produscn ). Bclal\atJgan. 

narl<oba Y'"'g dibuat eli Indonesia l<ellludian did<>por 

IH• luar ncgeri. lndonc~ia telah llll'll.jadi davrah 

pen~el\spor nar\,oha. Dari d cll'rah rran~it. lndolll' .... ia 



mcnjadi pasar, produsen dan akhirnya eksportir 

narkoba. 

5. Penyakit yang Menyertainya Semakin Berba!Jaya 

Meningkatnya jumlah pemakai narkoba, 

terutama yang menggunakan jarum suntik , telah 

menambah jumlah penderita penyakit menular 

seksual, seperti HIV I AIDS, hepatitis B, hepatitis C, 

sifilis, dan sebagainya. HIV I AIDS dan hepatitis 

adalah penyakit yang mematikan, mudah menular, 

dan belum ada obatnya. 

Berdasarkan penelitian lembaga-lernbaga 

penanggulangan rnasalah narkoba, 70% pernakai 

narkoba yang rnenggunaka n jarurn sunt ik di Jakarta 

telah tertular HIV I A IDS. Penyakit itu awalnya 

rnenular di antara sesama pernakai narkoba, namun 

akhirnya dapat rnenular kepada keluarganya dan 

rnasyarakat luas. 

6. Jenis dan Kualitas Narkoba Meningkat 

Dulu kebanyakan pernakai narkoba hanya 

rnengonsurnsi ganja, psikotropika, atau paling tinggi 

rnorfin. Sekarang j enis narkoba sudah bertarnbah 

banyak - ekstasi , shabu, kokain , heroin (putaw ). Kini 

bahkan ada heroin generas i ban1 dengan daya adiksi 

yang lebih kuat. Reaksinya lebih cepat scrta lebih 

berat. Peningkatan j eni s dan kualitas narkoba 



mernbuat dampak ikutan yang ditimbulkannya 

semakin berbahaya. 

7. Sindikat Narkoba Semakin Piawai 

Keterampilan tenaga pemasar dan pengedar 

narkoba semakin hebat. Sindikat perdagangan 

narlwba ada lah tenaga-tenaga manajemen dan 

pemasaran profes ional. Mereka kini sudah 

menggunakan fasilitas teknologi modern, seperti 

telepon seluler, internet dan lain-lai n . 

Untuk konsumen tertentu, pemasaran dilakukan 

dengan cara memaksa, menipu , sampai bujuk rayu. 

Sindikat narkoba terdiri dari penjahat sampai ke 

pejabat dan aparat, dari pedagang 'asongan' yang 

diuber-uber petugas, sampa i oknum berpenampilan 

dermawan. Bahkan ada yang tampil sebagai 

pengurus lembaga sosial yang pura-pura ikut 

memerang i penyalahgunaan narkoba. 

8. Dampak Negati!iJya Semakin Parah dan Luas 

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya 

berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi 

j uga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. 

Jenis kejahatan bukan hanya kejahatan keci l, 

melainkan sudah menjadi kejahatan besar dan sadis, 

penipuan, penyiksaan, pembunuhan, sampai korupsi , 



IHJ!usi. nepotisme. bahliall pengaturan pcrsonil 

pcjabat. 

D unia narkoba sangat e rat dengan pelacuran , 

korups i, manipulasi, serta kriminalitas. D e mi 

narlwba, t idal< jarang seorang anak tcga mcmbunuh 

sa ud ara, aya h, ibu , ka l<ei<, a tau neneknya. 

Na rkoba dapat mengubah manusia menjadi 

i<~jam, tidal< berperikemanusiaan , berbudi pcl<er t i 

rendah , berperangai dan berakhla l< lebih buruk dari 

binatang. 

l tulah beberapa bukti a tau ind il<asi 'l;ekalahan' 

kita rakyat bangsa ini da lam perte rnpuran melawan 

narkoba. Han1s ada te roboson baru untuk 

menghatl api laju bada i pcnya lahgunaan narkoba. 

B. Narkoba Adalah Musuh Bangsa 

Bila kua litas manusia bangsa i<ita ren tlah, 

sementara kriminalitas ten1s men ingkat, clwnomi i<aca u 

ba lau , produkti\'itas mcnurun , lwrups i, kolusi , dan 

nepotisme meni ng kat, kehancuran I ntlonesia ti ngga l 

menghitung hari pasti akan tc1jad i. Oleh scbab itu , 

masalah narkoba in i haruslah menjadi agenda penting 

seluruh anak bangsa, harus di sil<api scbaga i ''mus uh 

ban gsa". 



Masalah narkoba ini adalah musuh bangsa yang dapat 

rneng hancurkan tujuan proklamas i 17 Agus tus 1945. 

Lalu s iapa yang harus meng hadapinya? Poli sikah? Jaksa 

da n hakirn? Badan lmig rasi ? T N I? Badan Na rkotika 

Nas ional? atau Siapa? 

Sebagaimana nenek moyang kita dulu bersama

sama bcrjuang melawan penjajah , kali ini pun musuh 

tidak cia pat dikalahkan jika seluruh rakyat tidak berjuang 

bersama. Perjuangan rakyat tidak boleh sendi ri-sendiri, 

melainkan harus bersama, serentak, dan bahu membahu. 

Jadi , perang melawan narkoba harus menjadi gerakan 

nas ional. 

Keluarga Berencana berhas il menurunkan ang ka 

kelahiran karena menjadi gerakan nas ional. Program 

pencegahan dan pemberatasan penya lahg unaan dan 

peredaran gelap narkoba (P4GN) juga harus demikian. 

Pemerintah dengan segenap institusinya, lembaga 

swadaya masya rakat dan masyarakat luas harus rnenyatu 

dalam sa tu gerakan yang terencana, terarah, terpadu, 

s is tematis, dan berkel anjutan dalam menanggulang i 

penya lahg unaa n narkoba sampai tuntas. Gerakan ini 

bukan gerakan sporadi s atau gerakan ya ng hanya 

bermuatan slogan saja untuk mencari popularitas sern ata 

a tau NATO (No Action T alking Only) . 



Ap<-t d<t n hagaimanapun hcntuli: geral,a n P·I·GN 
itu , ada sa tu hal yang tidak boleh dilupakan: rakyat 
harus mengenal seluk-beluk narkoba. Hanya rakyat 
yang mengenal narkoba yang tidak dapat diperdaya 
oleh si ndikat narkoba sehingga dapat ikut berperang 
dan menang melawan musuh yang namanya narkoba 
itu . 

Oalam pertempuran, ada satu syarat yang harus 
dipcnuh i j ika in g in menan g . yai tu mengenali musuh . Bila 
tidak mengenali musuh, l<ita a i<an rn a ti ditcrnbak o lch 
lawan yang l\ita sang l\a l\awan . 

Banyak o rang ya ng membenci, mcmusuhi , dan 
menya tal\an ikut memberantas pcnya lahg unaan narkoba , 
tetapi justru mcmal\ai narkoba . Meng apa demil,ian? Hal 
itu ter:jadi l<arena ia tidak ta hu bahwa ya ng dikonsurr rs i 
adalah narl\oba. Ia dit ipu oleh 'pcdaga ng ' yan~ 

mcnawarkan .food supplement, 'pil schat ' a t;nr 'pil pin tar' 
dan bcrbag ai scbu ta n lainnya. 

Jumlah lw rban sudah banyak, te tapi j urnl ah 
ral<ya t ya ng bchrr1r rnc njad i lw rban rrr as ih jauh il'bih 
banya l\, kira-l\ ira 99%. Ol eh !\a rena itu , samhil 
mcmberantas pcngcdar dan handar serta ntt .. ·ngohati 
korban yang semal\ in meluas itu , mari \\ ita sclamat l\an 
nH:relo1 ya ng belum mcmc.d\a i narlH> ba . 

Caranya atlalah de ng an lllenalllhah wa wasa n dan 
membc.lllg un lu:sadaran merel\a il)!;a r was pada dan tidal\ 



tcJ:jehal\ dalam pcrilal\ll menyimpang penyalahgunaan 

narlwba . 

NARKOBA MUSUH NOMOR SATV 

BANGSA INDONESIA 

INDIKASI 

• JUMLAH PEMAI{A I BERTAMBAI-1 TEHUS 
Nai l< pcsat, spei<talwler cia lam 38 ta hun - 200 x lipa t. 

• .lENIS l{ELOMPOI{ PEMAI{AI 

Mal<in bervarias i. 
• DAERA H PENYEBAHAN SEMAI{ IN M ELUAS 

Kota besar- kota kec il - clesa eli selu ru h Indonesia. 
• MENINGI\ATNYA "PERANAN" INDONES IA 

Transit - pasar- produsen- eksportir. 
• PE t YAI\IT PENYERTA MA I\IN BERBA I-IAYA 

H IV I A IDS, Hepatitis, sifilis 
• .l EN IS, 1\UALITAS, DAN .IUMLAI-1 1ARI\OBA 

Semakin meningkat 
• SIND IKAT MAI\ IN 1\UAT, PIAWAI , PROFESIONAL 

Penjahat- pejabat - aparat : kolusi 
• DAMP AI\ NEGATIF SEMAI\IN MELUAS 

Krimina lita&, korupsi, kolusi, nepotisme 

_il 
AKIBATNYA 

1 KuJita, SD:-.1 mcro~ot 
!. Krirmnalita' rr~enmgkat 
:i. K:uuubm:" tt'rgan~gu 
-' · Kerawanan ekonomi 
5. Kerawanan politik 
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BAB II 

PENEGETAHUAN, JENIS-JENIS NARKOBA 

DAN DAMPAKNYA 

A. Pemahaman 

N arlwba aJa lah singl; atan dari NARiwt il; a, 

P si KOtropi l;a, Jan BAhan Adi l<tif lainnya. 

Namun, tidal; semua jenis Narlwba bcrdampak 

ncgatif bila digunakan. Banyak narlw til<a dan 

psikotropika yang memberi manfaat besa r bila d iguna l;an 

dengan bail; dan benar dalam bidang l<eJo l<teran. 

Narlwtika dan psilwtropil;a J apat mcnycmbuhkan 

banyal; penyakit dan meng al; hiri pcndcritaan. .J asa 

narlwtil<a Jan psilwtropi l<a sangat besar dalam 

J.i:chidupan eli masa lal u, masa l'i ini , dan masa yang al\an 

Jatang. Tindal<an ope rasi (pcrnbcdahan ) yang Jilalwl<an 

olch dol;ter hanr s d idahului dcngan pcnr biusan . PaJahal. 

obat bius tcrgo lo ng narlH>tiiHI. Orang yang mc ngal ami 

stres dan gangguan jiwa diheri obat-ohatan yang 

tergolong psilwtropika o lch dol<tcr agar· dapat scnrbuh . 

Dcngan pcmahaman scperti itu , nariH>tiiHI jl'las 

tidal< scla lu berdampal< bunrl<. Banyal; jcnis narlwtil;a 

yang sangat bermanh1at dalam hidang I\L'dolaeran. 

Karcnanya, si liap antinarl·wha ada la h lu := liru . Y <mg· hcnar 

adalah anti pcnyalahgunacm narJ.wha . ) ' a! yang hcnar 

adalah si liap anti penyalahgunaan narl\oh<L .Jadi . yrmg 



liitcl perang i .ie las hulian nar\\obany~ rn clainkan 

pe11 ya Ia h p;t!naa n 11ya. 

!'ada lwntel;s inilah , !; ita rakyat bangs;i ini pada 

unHnn nya telah salah kaprah , terlanjur memberikan 

st i ~nta nep;at if liepada kata narl\o ba, seo \ah-olah narl\oba 

tidal\ berg una santa sdudi. Karena itu, di mana-mana 

hanyal< spandul< , poster, dan brosur yang berbuny i 

"pnangi narkoba ", "basmi narkoba ", "haramkan narkoba" 

dan se bagainya. Banya l< pemimpin dan pejabat yang 

lllenyerul;an agar ral<ya t memusuhi narlw ba, berperang 

mel awa n narlw ba, jihad terhada p narkoba, Jan 

sebagainya. Padahal scbagian bcsa r narkoba juga 

mengand ung manfaat, jika Jigunakan dengan 

senwstinya. 

Apabila kekeliruan itu dianggap bcnar kare na 

tcrlanj ur dibi asa l<a n, i< epanjangan narlw ba haru s diuba h 

lag i menjadi: "Narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktiflain YANG DISALAHGUNAKAN". 

Kata "ya ng di sa lahg unakan" memherikan 

pcmahaman bahwa narlwba itu tidak sclalu berkonotasi 

negatif Dengan begitLJ , nark o til;a dan psilwtropika ya ng 

digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk 

menguba ti pasiennya tidak tcrmasuk narkoha. Ya n~ 

diberi nama narkoba hanya ya ng disalahgtll l<J i<an. Karena 

itu , pcnge rti an lebih lan.Jut menge11<1i narlwba adalah 

sehagai ber ikut: 



:1. t\'ARKOTIKA ad;lia h zat atau ob;l! ya11p; i> l' ras;li 

dari tan;mJan <lti lll hul\an tana m an. hail\ sintl'tis 

111<111JHIIl hul;:an sintetis. yang dapat rnt·nyl'hablia!l 

pcrHJI'IIIlan atau peruhahan kt'sadaran dan 

hilang-nya rasa. Zat ini dapat mcngurangi sampai 

llll 'llg'hilanglan rasa nyt.: ri dan dapat 

nH.·nimlnill\an IH·tcrgantllllgan . 

b. PSIKOTROP/KA adalah zat atau oba t bukan 

narkotih:a , haik alamiah maupun sintctis, yang 

llll'lllilil<i khasiat psikoaktif mela lui pcngaruh 

seleln if pada susunan saraf p usat ya ng 

menyebabkan perubahan kh as pada akti,·itas 

11ormal dan per il aku. 

c. BAHAN ADIKTIF LAINNYA ada lah bahan 

lain yang bukan na rkotika a tau psikotropika yang 

penggunaannya dapat m enim bulkan 

l;etergantunga n. 

d MINUMAN BERALKOHOL ada lah minuman 

ya ng mengandung etanol yang diproses dari 

bahan hasil pertanian ata upun secara desti lasi 

ata u frementasi tanpa destila s i, maupun yang 

diproses dengan cara mencampur konsentrat 

dengan etanol atau dengan ca ra pengenceran 

mim;man yang mengandung etano l. 



B. Jenis-Jenis Narkoba 

arlw ba dibagi dalam :1 j cnis, yai tu narko tika, 

psilw tropil<a, dan bahan adiktifl ainnya. Tiap jeni s dibagi

hagi lag i l< e dal am bebcrapa kclompok : 

1. Narkotika 

Narlw tika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman a tau bukan tanaman, baik s inte t is maupun 

lnll<an sintc tis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini 

dapat meng urang i sampai meng hil ang kan rasa nyeri 

dan dapat menimbulkan ketergan tun g an . 

Narko t ika memilik i daya adiksi (ketagihan) yang 

san ga t bera t, juga memili ki daya toleran (penyesuaian) 

dan daya habitual (kebiasaan) ya ng sang at tinggi. 

Ketiga s ifi1t narkotika inil ah yang menyebabkan 

pemakai narkotika tidak dapat lepas dari 

"ceng keraman" nya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 

1997, j eni s narko tika dibag i ke dalam 3 kelompok , 

ya itu narko tika golong an I, golongan II, dan 

golongan III. 

Narko tika golongan I adalah narko tika yang 

paling berbahaya . Daya adiktifi1ya sanga t ting gi . 

Golongan 1111 tid ak boleh dig unakan untuk 

kcpenting an apa pun, kccuali untuk pcncliti an a tau 



ilrnu pcngctah uan. Con tohnya ada lah ganja, hero in, 

kokain , rnorfin , opium, dan lain-l ain . 

Na rkotika golongan II ada lah narkotika ya ng 

rnerniliki daya adiktif ku at, te tapi berrnanfaat untuk 

pengobatan dan peneli ti an. Contohnya adalah petidin 

dan turunannya, benze tidin , beta rn etadol dan lain- lain . 

Na rkot ika golongan Ill ada lah narkotika yang 

rnern iliki daya ad ikti f ringan, tetapi bermanfaa t untuk 

pengobatan dan peneli tian. Contohnya adalah kodein 

dan turunannya. 

Berdasarkan cara pembuatannya, narko tika 

dibedakan ke dalam 3 golongan juga, ya itu narkotika 

alarni, narko tika semisinte tis, da n narko tika si nte ti s. 

a. Narkotika Alami 

Narkotika alami adala h narko tika ya ng zat 

ad ik t ifi1ya di arnbil dari turnbuh-turnbuhan (a larn ). 

Contohnya: 

•Ganja 

Ganja ada lah tanaman perd u dengan daun 

menyerupai daun singkong yang tep inya bergcri g i dan 

berbulu halus. J urnl ah jar inya selalu ga nj il , ya itu 5, I, 9. 

Tumbuhan ini banya k turnbuh di bebenrpa daerah di 

Indonesia, seperti Acch , Sumatera Utara, Su matera 

Sclatan , Pulau Javva dan lain-lain. 



Daun ~anja sering digunakan sebagai bumbu 

pcnyedap masakan. Bila digunakan sebaga i bumbu 

masal< , daya adiktifi1ya rendah. Narnun, tidak demikian 

bi la dcngan cara dibakar dan asapnya dihirup. Cara 

penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dica rnpur 

den~an tembal<au rokok a tau dijadikan rokok lalu dibakar 

scrta dihisap. 

•Hasis 

Has is ada lah tanarnan serupa ganJa yang tumbuh 

di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan 

mariyuana jug a dapat disuling dan diambil sarinya. 

Dalam ben tuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya 

adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat 

"kelas tinggi". 

•Koka 
Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. 

Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. 

Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka 

sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang 



berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah 
menjadi kokain. 

•Opium 

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna 
yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu 

(opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu 
digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi 
kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara 

yang terluka sewaktu berperang atau ketika sedang 
berburu. 

Opium banyak tumbuh di "segitiga emas" antara 
Burma, Kamboja dan Thailand, atau di daratan Cina dan 

"segitiga emas" Asia Tengah, yaitu daerah antara 
Afganistan, I ran dan Pakistan. 



Dalam kalangan perdaga ngan internasional, ada 

keb iasaan ( keliru ) menamai daerah tempat penanaman 

opium sebagai daerah "emas". Diberi nama. demikian 

karena perdagangan opiat san ga t meng untungkan . 

Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu 

keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi 

opiat sepantasnya disebut "segitiga setan" atau "segitiga 

iblis". 

b. Narkotika Semisintetis 

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami 

yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar 

memiliki khas iat yang lebih kuat sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: 

•Morfin 

Dipakai dalam dunia kedokteran untuk 

meng hilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi 

(pembedahan ). 



•Kodein 

Dipakai untuk obat penghilang batuk. 

•Heroin 

Tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena 
daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara 
medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, 
heroin diberi nama putaw, atau petai. Bentuknya seperti 
tepung terigu: halus, putih dan agak kotor 

•Kokain 

Hasil olahan dari biji koka. 

c. Narkotika Sintetis 

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang 
dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk 
pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita 
ketegantungan narkoba (substitusi). Contohnya: 



• Petidin 

Untul< obat bius loi<al. (Opcrasi kecil , sunat dan 

scbagainya). 

• Methadon 

Untui< pcngobatan pecandu narlwba. 

• Naltrexon 

Untul; pcngobatan pecandu narkoba. 

Sclain untuk pembiusa n, narkotika sinteti s 

biasanya dibcrikan o leh doktcr kcpada penyalahguna 

narkoba untuk menghentikan kebiasaannya ya ng tidak 

kuat melawa n suges ti (relaps) atau sakaw. Narkotika 

s intetis berfungs i sebag ai "pengganti sementara". Bila 

sudah benar-benar bebas, as upan narko tika sinte tis ini 

dikurangi scdikit demi sedil<it sampai akhirnya bcrhenti 

total. 

2. Psikotropika 

Psilwtropika ada lah za t atau obat bukan 

narko tika, baik alamiah maupun sinte ti s, ya ng mcmiliki 

khas iat psikoaktif melalui pengaruh selektif pad a susunan 

sa raf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 

aktivitas normal dan perilaku. 

Psikotropika adalah obat yang digunakan o lch 

dokter untuk mengobati gangguan jiwa (p.1yche). 



Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, 

psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. 

Golongan I adalah psikotropika dengan daya 
adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya 
untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. 
Contohnya adalah MDMA, ekstasz; LSD dan STP. 

Golongan II adalah psikotropika dengan daya 
adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan 
penelitian. Contohnya adalah amfttamin, metamfttamin, 

metakualon dan sebagainya. 

Golongan III adalah psikotropika dengan daya 
ad iksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan 

penelitian. Contohnya adalah lumiba4 buprenorsina, 

jleenitrazepam dan sebagainya. 

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki 
daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan 

penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, 

dumolid), diazepam dan lain-lain. 

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika 
dikelompokkan ke dalam 3 golongan: depresan, stimulan 

dan halusinogen. 

I. Kelompok depresanlpenekan saraf pusat (penenang 

atau obat tidur ). 



Con tohnya adalah valium, BK, rohipnol, mogadon 

dan lain-l ai n . .Jika diminum, oba t ini memberikan 

rasa tenang, mengantuk , tentram, damai. Obat ini 

juga mcnghilangkan rasa takut dan geli sah. 

2. Kelompok stimulanl perangsang sarafpusat 

(antitidw). 

Contohnya adalah amfetamin, ekstas1~ dan 

slw bu. Ekstasi berbentul; tablet beraneka bentuk 

dan warna. Amfetamin berbentul; table t bcrwarna 

putih. Bila diminum, obat ini mendatangl;an rasa 

gembira, hilangnya rasa pennusuhan, hilangnya 

rasa marah , ingin scla lu aktif; badan tcrasa fit, dan 

tidak merasa lapar. Oaya ke1ja otak menjadi serba 

cepat, namun kurang terkenda li . Shabu berbcntuk 

tepung kri s tal kasa r berwarna putih bcrsih scpcrti 

ga ram. 

3. Kelompok Halusinogen. 

Halusinoge n adalah o hat, za t, tanaman , 

mal\anan atau minuman yang Uapa t nwnimbulkan 

khayalan . Contohnya adalah LSD (LJ•mgic Arid 

Diethyltamide) , getah tana man kal;tus, ke~uhun~, 

jam ur tertentu (misceline) dan ganja. 

Bila minum, psikotropika 1111 dapat 

mendatangkan khaya lan te11tan~ peristiwa

peristiwa ya ng mengc rikan , khayalan tultan~ 

kenikmaran scks dan seba~ainya . Kcnikn1atan 



didapat oleh pemakai setelah ia sadar bahwa 

peristiwa mengerikan itu bukan kenyataan, atau 
karena kenikmatan-kenikmatan yang dialami, 

walaupun hanya khayalan. 

• Bahan Adiktiflainnya 

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain 

narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan 

ketergantungan. Contohnya: 
I. Rokok 
2. Kelompok alkohol dan mmum lain yang 

dapat memabukkan dan menimbulkan 

ketagihan. 
3. Thinner dan zat-zat lain, seperti !em kayu, 

penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila 

dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. 

Jadi, alkohol, 
memabukkan dan 
tergolong narkoba. 

rokok, serta 
menimbulkan 

zat-zat lain 
ketagihan 

C. Mengapa Narkoba Sangat Berbahaya? 

yang 
juga 

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba 

memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu 

pemakainya untuk menjadi budak setia. !a tidak dapat 

meninggalkannya, selalu membutuhkannya dan 

mencintainya melebihi siapa pun. Tiga sifat yang sangat 

jahat dan berbahaya itu adalah habitual, adiktif dan toleran. 



1. Habitual 

Habitual adalah sifat pada narkoba yang membuat 

pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan 

terbayang sehingga cenderung untuk selah• mencari 

dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan 

pemal<ai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa 

kambuh (relapse) dan memakai kembali. Perasaan 

kanget berat ingin memakai kembali disebabkan oleh 

kesan l<enikmatan yang dalam bahasa gaul disebut 

nagih (suggest). 

Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk 

selalu mencari dan memiliki narkoba. Walaupun di 

sakunya masih banyak narkoba, ia tetap ingin punya 

lebih banyak lagi. Sifat seperti itu disebut craving 

(membutuhkan ). 

Semua jenis narkoba memiliki s ifat habitual dalam 

kadar ya ng bervariasi. Sifat hab itual tcrtinggi ada 

pada heroin (putaw). Kemung kinan kambuh pemakai 

pu taw sangatlah tinggi seh ingga pemakainya 

dianggapnya mustahil dapat bebas sclamanya, lOU% . 

Secara medis diambil kcsepakatan bahwa mantan 

pemakai yang dapat bebas narkoba (tidak memakai 

narkoba sama sekali) selama lebih dari 2 tahun dapat 

dianggap sukses atau 'sembuh'. Walaupun setelah itu 

orang tersebut memakai kembali , kemudi an herlu:nti 

dan 2 talum kemudian kumat dan seterusnya 



berulang-ulang, orang seperti itu secara medis 
'dianggap' telah sembuh. 

Suggest adalah penggoda terkuat yang 
menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh 
pada suatu saat kembali memakai. Jenis makanan apa 
pun tidak akan men yebabkan suggest kecuali narkoba. 

Suggest hanya dapat dikalahkan oleh tekad yang 

sangat kuat yang lahir dari kesadaran tinggi yang 
didasari oleh pengetahuan yang benar, didukung oleh 
iman yang teguh, dan anugerah dari Tuhan Yang 
Maha Pengasih. Suggest akan terasa lebih ringan jika 
dihadapi sambil aktif bekerja atau mengembangkan 

hobi. 

2. Adiktif 

Adiktif adalah sifat narkoba yang membuat 
pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat 

menghentikannya. Penghentian atau pengurangan 
pemakaian narkoba akan menimbulkan 'efek putus zat' 

atau withdrawal dfect, yaitu perasaan sakit luar biasa, 

atau dalam bahasa gaul disebut sakaw (sakit karena 

kau, narkoba!). 

Jadi, narkoba itu unik. Bila pemakaian dihentikan 
mendadak sekaligus, badan bukannya langsung 
menjadi sehat, melainkan malah menjadi sakit luar 



biasa. Hasa nyaman dan sehat bant akan datang 

setelah sakaw berlalu atau bila yang bersangkutan 

kemba li memakai narkoba. 

Hasa sakit untuk setiap narkoba berbeda-beda. 

Perasaan sa kit yang paling berat dan menyiksa adalah 

sakaw al;ibat putus zat putaw dan shabu. 

Beratnya rasa sak it itu tidak clapat dihi langkan 

dengan pemberian obat antisakit apa pun a tau narkoba 

apa pun, kecuali narkoba yang telah atau sedang 

digunakan. Sakaw shabu hanya dapat hilang bila 

mengonsumsi shabu. Sakaw putaw hanya dapat hilang 

bila diberi putaw. 

Penderita sakaw yang mengalami rasa sakit luar biasa 

itu biasanya mengatasi rasa sakitnya melalui 2 cara: 

I . Kembali mengonsumsi j eni s narkoba yang sama. 

Orang semacam ini seterusnya akan menjacli budak 

yang patuh, pecandu yang setia selamanya. Orang 

seperti ini disebutjunkies, pemadat, atau pecandu. Bila 

sedang memakai narkoba, orang tersebut tampak 

normal. Namun, bila sedang tidak memakai, ia justru 

tampak tidak normal, lesu, gelisah, tidak fit dan tidak 

percaya diri. 

2. Bila tidak kembali memakai tetapi juga tiuak tahan 

rasa sakit, orang tersebut akhirnya mencari jalan 



pintas, yaitu bunih diri. Cara bunuh diri yang paling 

sering adalah: 

Menyuntikkan kembali narkoba ke dalam 

badannya dengan dosis yang sangat besar 

sehingga 1a mengalami overdosis (OD) dan 

meninggal dunia dengan jarum masih menancap 

di badan. 

Melompat dari gedung bertingkat tinggi . 

Menabrak kendaraan. 

Membenturkan kepala ke tembok. 

Sakaw tidak hanya terjadi karena penghentian 

pemakaian narkoba, tetapi juga karena pengurangan 

dosis pemakaian. Bila sudah terbiasa dengan dosis 0, I 

gram, kemudian dikurangi, misalnya 0,05 gram, yang 

bersangkutan akan mengalami sakaw. 

8. Toleran 

T oleran adalah sifat narkoba yang membuat 

tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu 

dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba 

itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin 

tinggi . Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak 

akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya 

mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama 

dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus 
dinaikkan. 



Bila lama-kelamaan kenaikkan closis itu telah 

melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka te1jaclilah 

efek sakit ya ng luar biasa clan mematikan. Konclisi sepert i 

itu clisebut overdosis. 

lntensitas rasa sakit karena OD sama clengan rasa 

sakit pacla sakaw, walaupun ben tuknya berbecla. Beclanya, 

tanpa bunuh cliri pun OD clapat membunuh cl engan 

senclirinya. Tancla-tancla OD pacla se tiap jenis narkoba 

berbeda-becla. 

Tiga sifat jahat yang khas (habitual, adiktif dan 

tole ran) hanya ada pad a narkoba. I tulah yang 

menyebabkan narkoba sangat berbahaya. Ada .'l sifat 

jahat yang khas 1111 membuat pemakai narkoba 

mengalami perubahan sifat cl an sikap menjadi : 

I. T ergila-g ila pada narkoba. Lebih mencintai 

narlwba daripada diri sendiri, orang tua, atau 

saudara-saudaranya. 

2. Tidak dapat melepaskan cliri dari narkoba, sebab 

kal au lepas, penderitaan yang luar biasa (sakaw) 

akan datang. 

3. Dosisnya akan terus bertambah tinggi sampai 

suatu saat maut menjemput di puncak overdosis. 

4. Mengalami perubahan sikap clan sifat menjadi 

ekslusit; ego is, sombong, asosial, jahat (psikosis). 

5. Mengalami kerusakan organ tubuh (hati, paru, 

ginjal, otak dan lain-lain). 



6. Terjangkit penyakit maut ( HIV I AIDS, sifi lis dan 

lain-lain ). 

Disamping memiliki 3 sifat jahat sebagaimana telah 

diuraikan di atas, narkoba juga berdampak terhadap fisik, 

mental dan moral, bahkan terhadap keluarga, masyarakat 

dan bangsa. 

Pemakai narkoba dapat mengalami kerusakan 

organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung 

adanya narkoba dalam tubuh, misalnya kerusakan paru

paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan sebagainya. 

Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak 

fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit 

timbul. 

Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit 

infeksi, seperti hepati tis, HlV I AIDS, sifilis, dan 

sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai 

karena cara pemaka ian narkoba. 

Pemakaian narkoba juga menyebabkan kerusakan 

pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, darah, tulang, 

dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan 

jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada sel-sel organ tubuh, seperti otak, 

pembuluh darah, jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus, 

tulang, gigi, dan lain-lain . Kerusakan organ 

menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang 



dapat lllC!ld ata ll ~ka n Strcs seh in~~a pelak u Uapa t 

mcng-cll ami lu:matian akihat seranga n j antung, s tro ke, 

gc1 ~a l gin,i cli dan lain-lain. 

Scmua pemleritaa n yan~ di alami aki ba t penya kit 

scpcrti tersebut ui atas mendatang kan perubahan sifa t, 

s ikap uan peril alw. Pemal<ai narkoba be rubah menj adi 

tertutup karena malu akan uirinya, takut mati, a tau takut 

pcrbuata nnya uikctahui . Karena menyadari buruknya 

perbu atan ya ng ia lakukan, pemakai narkoba berubah 

mcnjadi pemalu , rcndah d iri, da n se r ing merasa sebagai 

pccundang, tiuak berg una, ua n sampah masya rakat. 

Sebagai akibat da r i adanya S s ifa t jaha t narkoba 

yang khas, pemaka i narkoba berubah menjad i orang ya ng 

egois, cksklusit; parano id (sela lu curiga dan be rmusuhan), 

j ahat (psikosis), bahkan tidak ped uli terhada p o rang lain 

(asosial). 

Karena 't untutan' kebu tuhan ti sik tersebut, sangat 

banya k pemakai narkoba ya ng mental dan mo ralnya 

ru sak. Banyak yang terjebak menj adi pelacur, pcnipu , 

penjahat, bahkan pembu nuh. 1\eja hatan it u ta k jarang 

di lakul< an nya terhadap saudara, bahkan aya h dan ibunya 

sendi r i. 

Oidukung oleh kondi si lis ik yang semakin buruk 

dan lemah, pemakai narko ba akan beru bah rnenjaui 

pemalas. Karc na malas, ia tidak berkembang dan menjadi 



bodoh. Karena bodoh dan boros, ia akan menjadi miskin. 

Orang miskin yang mempunyai kebutuhan mahal akan 

berubah menjadi jahat. 

Kalau saja pemakai narkoba itu cepat mati, 

mungkin akibatnya lebih ringan bagi masyarakat. 
Namun, karena sebelum mati ia mengalami perubahan 

mental dan moral, pemakai narkoba sungguh-sungguh 

menjadi ancaman, penyakit, dan malapetaka bagi bangsa. 

Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan 

kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ, tetapi 

juga karena datangnya penyakit menular. Selain itu, 

kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan 
psikologis serta kerusakan mental dan moral. 

Bila seorang anggota keluarga terkena narkoba, 
pelbagai masalah akan muncul dalam keluarga itu. Mula

mula yang timbul adalah masalah psikologis, yaitu 

gangguan keharmonisan rumah tangga karena 

munculnya rasa malu pada diri ayah, ibu dan saudara

saudaranya kepada tetangga dan masyarakat. 

Masalah psikologi tadi kemudian meningkat 

menjadi masalah ekonomi. Banyak uang terbuang untuk 

berobat dalam jangka waktu lama. Banyak uang dan 

barang yang hilang karena dicuri atau dijual oleh 
pemakai untuk membeli narkoba. 



Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi 

muncu lnya l<ekerasan dalam l<eluarga: perkelahian, 

pemai<Saa n, pcnganiayaan, bahka n pembun uhan sesama 

anggota );cl uarga. Kejahatan tadi kemudian dapat 

mcnyebar kc tctangga, lalu l<e masayarakat luas. 

Dimulai dari masalah narkoba, masalah-masalah lai n 

ya ng lebih luas dan berbahaya, sepert i kriminalitas, 

prostitusi, ko rupsi , kolusi , nepotisme dan lain-lain dapat 

muncul. 

Bila kerusakan tatanan l1ehid upan ini meluas ke 

seluruh pelosok negeri, pembangunan akan terhambat, 

kemiskinan meluas, kekacauan merata, dan kejahatan 

muncul dimana-mana. Jika demi kian, sekeras apa pun 

usaha kita membangun negara, kehancuran bangsa ini 

tinggal menunggu wa ktu saja. 
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BAB III 
BEBERAPA UPAYA PENCEGAHAN, 

PEMBERANTASANPENYALAHGUNAAN 
NARKOBA 

M etode pencegahan dan pemberatasan 

penyalahgunaan narkoba yang paling 

mendasar dan efektif adalah promotif dan 

preventif Upaya yang paling praktis dan nyata adalah 

represif Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan 
rehabilitatif 

A. Promotif 
Disebut juga program preemtif atau program 

pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat 

yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum 

mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan 

meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini 

secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah 
berpikir un tuk memperoleh kebahagian semua dengan 

memakai narkoba. 

Bentuk program: pelatihan, dialog interaktif, dan 

lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni 

budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, 

koperasi, kerajinan dan lain-lain). Pelaku program yang 

paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan 
yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. 



B. Preventif 

Disebut juga program pencegahan. Program ini 

ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum 

mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba 

sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. 

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), 

program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi 

dan institus i lain, termasuk lembaga profesional terkait, 

lembaga swdaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan 

lain-lain. 

Bentuk dan Agenda Kegiatan: 

1. Kampanye anti peyalahgunaannarkoba: 

Program pemberian informasi satu arah dari 

pembicara kepada pendengar tentang bahaya 

pemaka ian narkoba. Kampanye bersifat membcri 

informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya 

hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. 

I nformasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, 

bukan oleh tenaga profesiona l. Tokoh tersebut bisa 

ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. 

Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat 

juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan 

baliho. Misi yang disampaikan adalah pcsan untuk 

melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa pcnjelasan 

yang mcndalam a tau ilmiah tcntang narkoba. 



£. Penyuluhan se/uk be/uk narkoba : 

Berbcda dengan kampanye yang monolog, 

penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. 

Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, 

dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami 

pelbagai masalah tentang narkoba sehingga 

masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak 

tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada 

penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang 

narkoba lebih mendalam. 

Materi disampaikan oleh tenaga profesional -

dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog- sesuai 

dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang 

narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing

masing aspek sehingga lebih menarik daripada 

kampanye. 

3. Pendidikan dan pelatihan ke/ompok sebaya (peer 

group): 
Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba 

secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat 

terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan 

pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok 

itu sendiri. Pada program ini , pengenalan materi 
narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi 

penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan 
diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain. 



Program ini dilakukan di sekolah, kampus atau 

kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini 

melibatkan b.eberapa orang narasumber dan pelatih, 

yaitu tenaga yang profesional sesua1 dengan 

programnya. 

4 . Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi 

dan distribusi narkoba di masyarakat: 

Pengawasan dan pengendalian adalah program 

preven tif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti 

polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan 

Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai , 

Kejaksaan, Pengadilan dan sebaga inya. Tujuannya 

adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya 

(precursor) tidak beredar sembarangan. Karena 

keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, 

program ini belum berjalan optimal. 

Masyarakat harus ikut serta membantu secara 

proaktif Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran 

serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran 

serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya 

instansi terkait membuat petunjuk praktis yang 

dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam mengawas i peredaran narkoba. 



C. Kuratif 

Disebut juga program pengobatan. Program 
kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya 

adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan 

penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, 

sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. 

Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai 
narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh 

masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan 
mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh 

dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. 

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat 
rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari 

dokter, keluarga, dan penderita. I nilah sebabnya 

mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan 

biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gaga!. Kunci 

sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara 

dokter, keluarga dan penderita. 

Bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita 
atau pemakai, meliputi: 

• Penghentian pemakaian narkoba. 

• Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari 

penghentian dan pemakaian narkoba 

( detoksifikasi ). 



• Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh 
akibat narkoba. 

• Pengoba tan terhada penyakit lain yang dapat 

masuk bersama narkoba (penyakit yang tidak 

langsung disebabkan oleh narkoba), seperti 

HIV I AIDS, hepatitis BIC, sifilis, pneumonia dan 
lain-lain. 

Pengobatan terhadap pemakai narkoba tidak 

sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. 

Selain itu , kesembuhannya pun merupakan tanda tanya 

besar. Keberhasilan penghent ian penyalahgunaan 

narkoba tergantung pada: 

);> Jen is narkoba yang disalahgunakan. 

);> Kurun waktu penyalahgunaan. 

);> Besar dosis narkoba yang disa lahgunakan. 

);> Sikap a tau kesadaran penderita. 

);> Sikap keluarga penderita. 

);> Hubungan 

pengedar. 
penderita dengan sindikat 

Tidak semua penyalahgunaan narkoba berhasil 

dihentikan. Pemakaian narkoba tertentu dapat 

dihentikan. Namun, penyembuhan penyakit HIV I AIDS, 

hepatitis BIC, tidak mungkin. Oleh karena itu , j angan 

sampai mencoba atau mulai mengg unakannya. 

Pencegahan lebih penting daripada pengobatan. 



D. Rehabilitatif 

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan 
j iwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba 
yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar 
ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan 
yang disebabkan oleh bekas pemakaiannarkob.a. 

• Pemakai narkoba dapat mengalami penyakit: 

./ Kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, 
parau-paru, ginjal, hati dan lain-lain) . 

./ Kerusakan mental, perubahan karakter ke arah 
negatif, asosial. 

./ Penyakit-penyakit ikutan (HIV I AIDS, hepatitis, 
sifilis dan lain-lain.) 

ltulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba 
tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. 
Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan 
timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit 
diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika 
"sudah sadar" malah mengalami putus asa, k~mudian 
bunuh diri. Cara bunuh diri pemakai narkoba yang 
terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri 
dengan narkoba dengan dosis berlebihan sehingga 

mengalami overdosis (OD). Penyebab upaya bunuh diri 
terbanyak adalah putus asa karena mengetahui dirinya 
mengidap HIV I AIDS, a tau jengkel tidak dapat lepas dari 
narkoba. 



Menurut penelitian di Jaka rta, 70% pemakai 

narkoba yang menggunakan jarum suntik telah tertular 

HlVI AlDS. Sangat banyak pula mantan peri1akai yang 

terkena hepatitis B atau C. 

Sam a dcngan HlV I AIDS, hepatitis B dan C 

adalah penyal;it berbahaya, mematikan, dan belum ada 

obatnya. Untungnya, vaksin pencegah hepatitis B sudah 

ditemukan. Korban hepatitis B di Indonesia jauh lebih 

banyak daripada korban HIV I AIDS. Karenanya, pemakai 

narkoba suntik dan bahkan seluruh orang Indonesia 

sebaiknya menjalani imunisasi hepatitis B. 

Cara bunuh diri lain yang ditempuh pemakai 

adalah melompat dari ket inggian, membenturkan kepala 

l<e tembokl lantai, atau mena brakkan diri pada kendaraan. 

Banyak masyarakat yang membuka usaha 

rehabilitasi korban narkoba dengan membuka 

pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan 

hidup berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan

kegiatan produk tif, seperti olahraga, kesenian, pertanian, 

perbengkelan, perdagangan, dan lain-lain. 

Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan 

pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas. Secara 

komersial , usaha pelayanan rehabilitasi korban narkoba 

dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. 



Ada berbagai cara pemulihan. Namun, 
keberhasilan upaya ini san gat tergantung pada: 

•:• Profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, 
sarana dan prasarana) yang menangani. 

•:• Kesadaran dan kesungguhan penderita. 

•:• Dukungan atau kerjasama antara penderita, 
lembaga dan keluarga penderita. 

Masalah yang paling mendasar dan sulit dalam 
penanganan narkoba adalah mencegah datangnya 
kambuh / relapse setelah yang penderita selesai menjalani 
pengobatan (detoksifikasi). 

Relaps disebabkan oleh perasaan rindu dan 

keinginan yang kuat (suggest) akibat salah satu sifat 

narkoba, yaitu habitual. Satu-satunya cara yang dianggap 
efektif untuk mencegah datangnya kambuh saat ini 
adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental. 

Semen tara untuk pemakai psikotropika ( ekstasi, 

shabu, dan sebagainya), rehabilitasi sering berhasil 
dengan baik. Ada yang dapat sembuh 100%. Pemakai 
morfin cukup banyak yang berhasil sembuh. Pemakai 

heroin (putaw) jarang yang berhasil sembuh. Sebagian 
besar gaga!. 

Pemakai putaw yang dapat berhenti total sangat 
langka sehingga boleh dikatakan mukjizat. Untuk 



pemakai campuran (putaw, morfin, dan psikotropika) 

sekaligus, penyembuhan hampir pasti gaga! total. 

E. Represif 

Program represif adalah program penindakan 

terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai 
berdasar hukum. 

Program ini merupakan instansi pemerintah yang 

berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi 
maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. 

Selain mengendalikan produks i da n distribusi, program 

represif berupa penindakan j uga dilakukan terhadap 

pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang 

narkoba. lnstansi yang bertanggung jawab terhadap 
distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan 

narkoba adalah: 

./ Badan Obat dan Makanan (POM) . 

./ Departemen Kesehatan . 

./ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . 

./ Direktorat Jenderal Imigrasi . 

./ Kepolisian Republik Indonesia 

./ Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan 

Negeri . 
./ Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi / Pengadilan 

Negeri). 



Banyak narkoba dibuat dari bahan kimia yang 

sehari-hari bermanfaat untuk kepentingan industri lain 

dan pertanian. Bahan-bahan yang disebut precursor 

tersebut dapat diramu menjadi narkoba dan diedarkan 

dalam perdagangan gelap. 

Karena luas dan rumitnya masalah ini, seluruh 

rakyat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan 

yang lain, harus berpartisipasi membantu aparat terkait. 

• Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat diminta untuk berpartisipasi, paling 

tidak melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang 

dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran, 

maupun produksi narkoba. 

Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, 

seharusnya polisi memasang pengumuman berisi ajakan 

kepada masyarakat untuk melaporkan adanya 

pelanggaran hukum. Canturnkan pula nomor telepon 

kantor polisi seternpat yang dapat menampung laporan 

masyarakat. Pemerintah harus memberi petunjuk yang 

jelas melalui televisi, radio, maupun brosur-brosur 

ten tang cara berpartisipasi yang sehat. 

Peringatan dan pengumuman seperti itu 

hendaknya dipasang di ternpat-tempat strategis yang 



rawan pcnya lahg-11naan narkoba. Dengan ca ra itu , poli si 

telah proakti f memberdayakan masya rakat. 

Mclaporkan kegiatan pelanggaran masalah 

narlwba dapa t membahayal;an keselamatan pelapor 

karcna sindik at narkoba ya ng dirug ikan tidak akan 

tinggal di am. Sindikat na rkoba dapat membunuh siapa 

p11n yang membuka rahasia perdaga ngannya. Oleh 

karena itu , poli si wajib melindungi diri pelapor, 

merahas iakan identitas diri pelapor, dan menindak 

pelangga r dengan tegas. 

• Tidak boleh melakukan tindakan hukum, 
kecuali ... 

W alaupu n pengguna dan pedagang narkoba jelas

j elas melanggar hukum dan merusak mental maupun 

moral, masya rakat tidak boleh menghukum send iri orang 

ya ng diduga melanggar hukum. Masya rakat t idak berhak 

menindak tersangka kephatan narkoba secara langsung . 

Kewenangan menindak pelanggar hukum adalah 

mil ik aparat. Masyarakat ha nya boleh membantu aparat. 

Masya rakat hanya boleh bertindak bila bersama-sama 

atau d idamping i aparat. 

Bila masyarakat d iberi wewenang menindak 

sendiri , penyimpangan hukum dapat terj adi, misalnya: 



Terjadi fitnah terhadap musuh atau orang lain yang 

dibenci, padahal orang itu tidak menyalahgunakan 
narkoba. 

Dalam kasus-kasus narkoba, karena kurangnya 

profesionalisme masyarakat, hilangnya barang bukti 

malah dapat terjadi sehingga tersangka yang 

bersangkutan tidak dapat dituntut di depan hukum. 

Konflik langsung antara masyarakat dengan 
sindikat narkoba dapat terjadi. Dalam keadaan 

seperti itu, sindikat narkoba sangat kejam dan nekat 
sehingga membahayakan masyarakat. 

Di tengah masyarakat sering terjadi "main hakim 

sendiri". Pelanggar hukum ditindak ramai-ramai oleh 

masyarakat. Bahkan ada yang dipukuli, dibunuh, atau 
dibakar hidup-hidup. 

Tindakan seperti itu tak jarang salah sasaran. 

Orang yang didakwa pedagang narkoba kadang-kadang 

adalah orang yang difitnah. Ia tidak terlibat apa-apa. 

Namun, karena tidak mampu membela diri, lalu dianiaya. 

Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggar hukum 

sebaiknya diserahkan ke aparat penegak hukum. 

Meskipun demikian, masyarakat tidak perlu takut dan 

pasif, tetapi sebaiknya proaktif. Namun, disamping itu 

harus ada pula keterbukaan informasi antara aparat 

dengan masyarakat untuk menghindari saling curiga. 



ANAK yang sering DIKRmK, 

akan be/ajar MENY ALAHKAN orang lain 

Bila sering DIMUSUHI, 

ANAK akan belajar MELA WAN 

Bila sering DIEJEK, 
mereka akan menjadi PEMALU 

Bila sering DIPERMALUKAN, 

akan tumbuh rasa BERSALAH 

Bersikaplah penuh TOLERANSI, 
untuk mengajar KESABARAN 

Dengan DORONGAN, 
akan tumbuh RASA PERC A Y A DIRI 

DenganKEADILAN, 
mereka akan menjadi BIJ AKSANA 

Dengan memberi RASA AMAN, 
akan memberi KEY AKINAN 

Dan dengan memberikan CINT A KASIH, 

akan kita berikan T\JHAN 
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BABIV 
PENDEKATAN ADVOKASI 

PENCEGAHAN,PEMBERANTASAN 
PENYALAHGUNAANNARKOBA 

P ada bab sebelumnya telah disinggung secara 
umum beberapa upaya pencegahan dan 

pemberatasan penyalahgunaan narkoba. Bab 
berikut ini akan membahas secara mendalam pendekatan 
advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

lstilah advokasi secara resmi mulai digunakan di 
lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan 
keluarnya Keputusan Ketua BNN Nomor: 

KEP/20/XII /2004/BNN tanggal 3 1 Desember 2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian 
BNN. Dalam keputusan Ketua BNN tersebut ditetapkan 

adanya Bidang Advokasi di Pusat Dukungan Pencegahan 
Lakhar BNN. 

Dengan adanya Keputusan tersebut, maka 
operasional program Pencegahan, Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 
di lapangan perlu adanya penyesuaian dari pendekatan 
"Penera~gan-motivasi" atau pendekatan "Komunikasi
lnformasi-Edukasi" menjadi pendekatan "Advokasi dan 

KIE". Dengan pendekatan advokasi ini diharapkan dalam 



operas10nal program di lapangan kita dapat makin 

mengedepankan: 

I . Penghargaan terhadap hak asasi manus1a 
(termasuk gender). 

2. Pelayanan yang lebih prima. 
S. Peran serta aktifmasyarakat. 

Dengan perubahan pendekatan ini, para petugas 

lapangan, khususnya para Penyuluh P4GN perlu 
memiliki pengetahuan yang memadai, disamping 

pengetahuan seperti hal-hal yang telah diuraikan pada 

bab-bab terdahulu, juga pengetah uan mengenai seluk
beluk pendekatan advokasi. 

A. Definisi Advokasi 

Ada beberapa definisi tentang advokasi. Menurut 

Webster 's Encyclopedia Unabridged Dictionary if English 

Language ( 1989) adalah: "Act if pleading for supporting or 

recommending; active espousal" (tindakan pembelaan, 

dukungan atau rekomendasi; dukungan aktif). 

Sedangkan menurut para ahli retorika (Foss & 

Foss et.al. 1980, Toulim, 1981) advokasi adalah suatu 

upaya persuasi yang mencakup kegiatan-kegiatan 

penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi 

tindak Ian jut mengenai sesuatu. 



Dala111 literatur teori-teori !'iritis l\Oillll!lih:asi 

( ll ahcnn£ts, Foucault ) sccara implisit disebutl\an tentang 

pL'rlunya melaJ.~u l\<:111 l\egiatan atko l\asi scbagai sah1h satu 

hentul\ tinda l.; komuniiH1si sosial da lam upaya 

pcmhchasan diri Uari berbaga i bcntu l.; dom inasi. 

Bertlasarl\an pcngcrtian ac.h·o l\asi di atas. 

ka lang-an LSM / O rganisasi non Pcmcrintah (Ornop) 

mcnga rtikan ach·okasi sebagai upaya pcnyadaran dan 

pcmbclaan l\clompok masya ral\at lll ill:j i; tal yang 

di langgar ha l<-ha l<nya (hu!<Um dan azasi). Dcngan 

dem il<ian i<a langan LSM / Ornop mcnel<anl<an sikap 

kcbcrpihakan (partisanship) kepada i<clompok 111arjillal 

scbagai salah satu ciri pent i11g da r i ach·oi<asi. 

Secara operasiona l \ Vl-1 0 mcmberil<ian pt:np;ertian 

''advorac)' is a mmbinalion on individual and social action 

di'signed /o gain polit ical commilmml, poliCl' supj>orl. social 

arceptance and .>ysll'lns support .fin· parlindar health goal or 

progra·mme" (l f"/-10, 1989). Such action ma)• be lakm brand 

or on beha(f qfindividual and groups /o crealr living col/(lilion 

which are conducive /o health and the achit'Vt'nmml qfhrallhr 

life style. A.i men/ion abovf advomr)' is onr qf the lh1H major 

s/ralegits.for health promotion and lakr man)•.fimns includinJ< 

con11nunil)' mobilization through, .for r.ramplr, coalition qf 

interest around d~finf issues. 

Population Connnunirntion Sfrv ias ( ·nllfr .fOr 

Conlllllll!icalion Progmms - .John /lopkins Srhooi.Jin· Publir 



H ealth, memberi batasan advokasi kebijakan publik 

adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik 

melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif 

Kebijakan publik termasuk pernyataan-pernyataan, 

keb ij akan-kebij akan atau (mengimplementas ikan aturan 

atau ketentuan) yang ditentukan oleh yang berwenang 

untuk membimbing atau mengendalikan perilaku baik 

kelembagaan , masyarakat dan kadang-l<adang perilaku 

individu . 

Berbagai pengertian advokasi d iatas, pada intinya 

mengakui bahwa advokasi adalah salah satu bentuk 

komunikas i (advocacy is communication). Oleh karena itu , 

pelaksanaan advokasi mengand ung komponen-komponen 

sekaligus harus memenuh i kaidah sebuah komunikasi 

ya ng baik. 

Berdasarkan beberapa pengertian ach-okas i diatas, 

pengertian advokasi dalam program P4GN adalah : Suatu 

bentuk rang kaian kornunikasi strategis yang dirancang 

seca ra si stematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu 

terten tu bai k oleh individu rnaupun kelompok dengan 

maksud aga r pembuat keputusan, mernbuat kcbijakan 

publik yang menguntungkan bagi kelornpok masya rakat 

marjinal Kegiatan ad,·okasi sekaligus juga dirnaksudkan 

untuk rnemberi pencerahan dan pemberdayaa n bagi 

kclompok marjinal dimaksud dan menumhuhkan kearifim 

di kalangan masya rakat terkait agar mendukung 

kebijakan publik tersebut. 



Inti nya, ad,·okasi program P4GN yang ba ik dan 

efektit; pcrlu mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

I. Sebagai sa lah satu bentuk komunikasi strategis. 

2. Dirancang secara sistema tis. 

3. Dilaksanakan dalam suat u jangka waktu tertentu. 

4. Ditujukan kepada pembuat keputusan agar 

membuat kebijakan publik yang menguntungkan 

keluarga dari masyarakat kelompok ma1jinal. 

5. Memberi dampak pemberdayaan dan pencerahan 

dalam bidang P+GN kepada masyarakat 

kelompok marjinal. 

6. Memberi pencerahan kepada kelompok 

masyarakat lain yang terkait. 

7. Memberikan informas i yang menggambarkan 

program baik dari seg i pos iti f maupun negatifi1ya, 

bi la perlu dalam berbagai model. 

B. Sasaran Dan Tujuan 

Dengan menggunakan pengertian advokasi yang 

lebih komprehensif eli alas, sasaran advokasi program 

P4GN dapat dibagi 3 kelompok. Dengan tujuan 

spes ifiknya, sebagai berikut: 

1 . Pembuat Kebijakan 
Pembuat kebijakan publik adalah sasa ran 

advokas i ya ng diharapkan dapat membuat ata u 



mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung 

penanggulangan masalah atau keberhasilan program 

ataupun issu yang diadvokasikan. 

Pembuat kebijakan publik ini umumnya adalah 

unsur pemerintah atau lembaga negara. Oleh karena 

itu dalam menentukan atau memilah pembuat 

kebijakan yang akan dijadikan sasaran advokasi 

perlu secara cermat dianalisis: 

a. Bentuk instrumen kebijakan publik yang 
diinginkan. 

b. Unsur/ instansi 

(kompetens i). 
mana yang berwenang 

c. Bagaimana ciri atau kondisi spes ifiknya 

sebagai sasaran komunikasi (komunikan ). 

Secara nyata, bentuk kebijakan publik yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dapat dibagi atas 5 

bentuk ins trumen, yaitu: 

a. Informasi: pemerintah dapat memberikan 

pernyataan-pernyataan atau secara aktif 

menggerakan aparatnya untuk memberi 

penyuluhan dan motivasi kepada keluarga dan 

masyarakat. 

b. Hukum I regulasi: pemerintah 

batas kewenangannya dapat 

peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan 

mengeluarkan 

atau rcgulasi 



atau perizinan dan kcputusan ataupun putusan 

yang bersifat mengikat bahkan memal;sa. 

c. Paja k dan harga: pemerintah dapat menetapkan 

pajak dan harga yang bersit1tt mendorong 

(insentif) maupun ya ng bers ifat membatasi 

(di sinsenti f). 

d . In vestas i langsun g: pemerintah dapat 

menyediabn (tenaga, sa rana dan biaya) unt uk 

memberikan pelayanan a tau liemudahan li epada 

kel uarga dan masya rakat. Dengan kata lai n 

pemerintah dapat melaksanakan proyek-proyek 

pembangunan . 

e. Riset: pemerintah dapat melalwkan e\·a luas i 

dan pengembangan melalu i berbagai bcntuk 

kegiatan pcneliti an atau pe ninjauan (rise t). 

Jika mel ihat pada 5 bentuk ins trumen pcnctapan 

kebijakan publik di a tas, te rdapat pe rbedaan baik 

],ewenang an maupun potensi ya ng dimiliki olch masing

masin g unsur ata u in s tan s i peme rin ta h ya ng te riHtit 

dengan masa lah atau issu ya ng di a(h-okas ilia n. Karcna 

itu , perancang dan pelaksa na advoliasi perlu jcli dan 

cermat mengenali (identifikasi ) instansi mana ya ng 

mempunya i kewenangan dan potensi unruk 

mengeluarkan kebijakan publik ya ng diinginkan. 

!i!. Priinary Stakeholder (Sasaran Utama) 

Primary stakeholder adalah sasa ran a(h-okasi 

yang tcrlwi t langsung dc nga n rnasalah ata u issu 



yang diadvokas ikan atau yang secara langsung akan 

mendapat manfaat bi la kegiatan advokas i berhasi l. 

Primary stake/wider ini umunmya adalah 

kelompok masyarakat marjinal (kurang beruntung) 

berkaitan dengan masalah atau issu pokok advokas i_ 

Contoh: 

Dalam kasus advokasi masa/ah anak yang terkena narkoba, 
kita dapat mengidentifikasi primary stakeholdernya adalah: 
Anak dan Keluarga. 

Sesungguhnya upaya advokasi ada lah sebuah 

proses unt uk memperjuangkan kepentingan mereka_ 

Advokas i akan berhasi l apabila perencana dan pelaksana 

advokasi mampu meyakinkan primary stal<eholder bahwa 

issu yang diadvokasikan benar- benar merupakan masalah 

mereka dan karenanya mereka ha rus terli ba t aktif dalam 

pe•:j uangan tersebu t 

Perencana dan pelaksana advokas i harus ma mpu 

menyada rkan pr imary stakeholder bahwa masalah ata u 

issu yang diadvokasi benar-benar ada dan nyata terjadi di 

li ngkungan mereka dan d ibeka li pengetahuan balm·a 

masa lah tersebu t bisa dipecahkan scrta scka l i~tiS 

diberdayakan yang pada ak hi rnya dapat d iharapkan 

mereka mampu mengatasi masalahnya te rschut. 



:1. Secondary Stakeholder 

Secondary stakeholder ada lah sasaran advokasi yang 

secara tidak langsung memiliki hubungan cukup kuat 

dengan issu yang diadvokasikan dan diharapkan bersedia 

mengekspresikan kearifannya untuk mendukung 
program yang diadvokasikan. 

Secondary stakeholder ini bisa berupa institusi 

masyarakat atau pihak swasta yang tidak selal u seja lan 

atau secara langsung mendapat manfaat dari 
keberhasilan advokasi. Bahkan tidak jarang pihak-pihak 

terse but dalam jangka pendek mengalami "kerugian" bila 

proses advokasi berhasil. Namun in i merupakan hal yang 

perlu diluruskan (proporsional) dan merupakan 

tantangan tersendiri bagi perancang atau pelaksana 

advokas i untuk mendorong tumbuhnya kearifan dengan 

berupaya meyakinkan bahwa dalam jangka panjang a tau 

paling tidak secara moral dukungan yang mereka berikan 

akan memberi keuntungan kepada mereka. 

Sebagai contoh Pelaksanaan Program P4GN 
di perusahaan-perusahaan. Diadvokasi untuk 

menyelenggarakan pelayanan program P4GN di tempat 
kerja, antara lain pelayanan informasi dan pelayanan 

teknis program P4GN. Kalau dihitung jangka pendek 

penyelenggaraan program P4GN tersebut tidak 

memberikan keuntungan, sebaliknya perusahaan harus 

mengeluarkan biaya untuk program tersebut. Namun 
pihak perusahaan diyakinkan bahwa dalam jangka 



pan.1ang investasi dalam program P4GN akan 

memberikan manfaat, yaitu para buruh tidak akan sering 

tidak mas uk kerja dan akan lebih produktif. 

Demikian pula pihak Departemen T enaga Kerja 

dengan SPSl sebagai organisasi terkait terus diadvokasi, 

agar supaya model penyelenggaraan program P4·GN di 

perusahaan tersebut dikembangkan pada perusahaan lain. 

Dengan demikian berbagai kelompok-kelompok potensial 

yang dapat mendukung harus terus di siasa ti baik melalui 

jalu r programatis dan praktis. Dan kemudian upaya

upaya ini terus dipromosikan melalui berbagai media dan 

dia log para pakar narkoba. 

Sasaran Advokasi 

TEORI 

• 
MASALAH i --+ 

+ 
~A -" 
"Catalan: 
V ,. Value, P =Practice, R = Resource 

Sisi lain yang berhubungan dengan sasaran dan 

tujuan advokasi yang perlu dipahami serta dicermati olch 

perancang atau pelaksana advokasi adalah bahwa 

masing-masing kelompok sasaran tersebut memiliki nilai 

(value), potensi sumber daya (resources) dan praktck 



pcri laku (practice) tcrsendiri berkaitan dengan 

masalah / issu yang dia<.h·okasikan. 

Selain perlu memahami hal tersebut untuk 

mcmperkirakan respons yang akan muncul terhadap isi 

pesan yang disampaikan, perht pula dipahami bahwa inti 

dari upaya advokasi juga ditujukan untuk membuat agar 

nilai (va lue) dari ketiga kelompok sasaran ini menjadi 

compatible (terjadi kesesuaian kepentingan nilai ) satu 

sama lain, sehingga pada tahap yang lebih operasional 

resources dan practice yang ada pada ketiga kelompok 

dapat disinergikan sebagaimana terga mbar dalam bagan 

di atas. 

Selain membedakan sasaran advokasi atas S 

kelompok di atas, ada pula yang membaginya atas 4 

kelompok di mana yang ke empat adalah: Musuh, yaitu 

orang atau pihak yang secara langsung diperkirakan 

akan terlanggar nilai kepentingannya dan karena itu 

akan menentang habis-habisan upaya advokas i yang akan 

dilakukan. 

Namun dalam advokasi program-program 

pembangunan, khususnya program P4GN kita 

memasukkan orang a tau pihak yang "tidak/ belum sejalan 

nilai kepentingan"-nya sebagai bagian dari secondary 

stakeholder. 



C. Langkah-Langkah Advokasi 

Agar proses advokasi bisa berlangsung dengan 
baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu 

dil akukan melalui langkah-langkah yang sistematis. 

Johns Hopkins Universi ty - Center for Communication 

Program (JHU- CCP) mengembangkan langlah-langkah 
advokasi yang dikenal sebagai bagan "A" (A Frame) yang 

terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis merupakan langkah pertama untuk sebuah 

advokasi yang efektif Hasil analisis menjadi fondasi 

dalam menyusun strategi yang tepa!. Oleh karena itu, 
mutu analisis akan sangat mempengaruhi kualitas dari 

strategi yang akan disusun. 

Beberapa aspek yang sangat perlu dianalisis secara 

cermat diantaranya: 



a. Ana/isis lssu 

Ana lisis issu akan sangat berpengaruh dalam 

mcrumuskan tujuan dan isi pesan . Analisis masalah dapat 

dilakukan apabila tersedia data dan informasi, termasuk 

teori, yang dapat diperoleh dari bahan bacaan (literatur). 

Analisis issu ini dapat kita lakukan dengan mencoba 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

I) Apa issunya? 

2) Bagaimana situasi nyata yang ada, apa penyebabnya 

dan bagaimana situasi yang diharapkan? 

S) Bagaimana peluang untuk mengubah situasi yang 

ada menjadi situasi yang diing inkan? 

4) Kebijakan apa yang menyebabkan atau berhubungan 

dengan masalah tersebu t? 

5) Bagaimana perubahan dalam kebijakan yang ada 

akan membantu memecahkan masalah? 

6) Apa implikasi keuangan dari perubahan kebijakan 

yang diusulkan? 

7) Instrumen kebijakan publik apa perlu dirubah atau 

dibuat? (informasi, hukum dan regulasi, pajak dan 

harga, investasi langsung dan penelitian ). 

b. Analisis Publik 

Analisis publik selain penting untuk merumuskan isi 

pesan juga akan sangat diperlukan dalam pemilihan 

ben tuk aksi dan tindakan serta media dan sa luran 

informasi. Analis is publik dapat di lakukan dengan 



memanfaatkan berbagai hasil penelitian, need assessment 

maupun dari hasil penjajakan atau pendekatan pribadi, 

khususnya untuk sasaran individu. Analisis publik ini 

sebaiknya dilakukan secara rinci untuk tiap kelompok 

sasaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini: 

1) Pemerintah /Pembuat kebijakan: 
a) Unsur atau instansi pemerintah mana yang 

terkait ataupun bisa turut membuat kebijakan 

publik dalam kaitan masalah ini? 

b) Unsur atau instansi mana yang berwenang 

membuat kebijakan kunci? 

c) Unsur atau instansi pemerintah mana yang 

mendukung, mana yang menjadi Ia wan? 

d) lnstrumen kebijakan apa yang bisa dibuat atau 

dilaksanakan oleh masing-masing unsur atau 

instansi pemerintah? 

e) Bagaimana nilai kepentingan (va lue) yang 

berkembang pada setiap unsur atau instansi 

pemerintah tersebut terhadap masalah ini? 

f) Bagaimana praktek perilaku yang terjadi dalam 

masing-masing unsur atau instansi pemerintah 

tersebut dalam masalah ini? 

g) Daya (resouces) apa yang dimiliki masing-masing 

unsur atau instansi pemerintah tersebut dalam 

kaitan masalah ini dan seberapa besar? 



h) Media atau saluran intormasi apa yang etektif 

mcnjangkau unsur atau instansi pemerintah 
tersebue 

2) Primary Stakeholder: 
a) Siapa saja ataukelompok masyarakat mana yang 

akan mendapat manfaat apabila masalah ini 

ditanggulangi a tau proses advokas i berhasil? 

b) Bagaimana persepsi masing-mas ing kelompok 

masyarakat tersebut terhadap masa lah ini? 

c) Bagaimana pengetahuan mas ing-masing 

kelompok masyarakat tersebut terhadap 

kemungkinan pemecahan masalah ini? 

d) Bagaimana nilai (value) yang berkemba.ng pada 

masing-masing kelompok masyarakat tersebut 

terhadap masalah ini? 

e) Bagaimana praktek perilaku yang terj adi dalam 

masing-mas ing kelompok masyarakat tersebut 

dal am masalah ini? 

f) Daya (resouces) apa yang dimiliki mas ing-masing 

kelompok masyarakat tersebut dalam kaitan 

masalah ini dan seberapa besar? 

g) Media atau sa luran informasi apa yang efektif 

menjangkau kelompok masyarakat tersebut? 

s) Secondary Stakeholder: 

a) Siapa saja atau pihak-pihak yang mempunya i 

kaitan cukup erat dengan masalah ini? 



b) Bagaimana bentuk keterkaitan masing-masing 

pihak tersebut dengan masalah ini? 

c) Bagaimana persepsi masing-masing pihak 

tersebut terhadap masalah ini? 

d) Bagaimana pengetahuan masing-masing pihak 

tersebut terhadap kemungkinan pemecahan 

masalah ini? 

e) Bagaimana nilai kepentingan (value) yang 

berkembang pada masing-masing pihak tersebut 

terhadap masalah ini? 

f) Bagaimana praktek perilaku ya ng terjadi dalam 

masing-masing pihak tersebut dalam masalah ini~ 

g ) Daya (resouces) apakah yang dimiliki oleh piha·k

pihak tersebut dalam kaitan masalah ini dan 

seberapa besar? 

h) Media atau saluran informasi apa yang etektif 

menjangkau pihak-pihak tersebut? 

c. Ana/isis Kebijakan 

Analisis kebijakan akan sangat bcrpengaruh 

dalam pelaksanaan mobilisasi uan tindakan (aksi). 

Analasis kebijakan dapat dilakukan dengan mdakukan 

pengkajian terhadap arahan atau kebijakan organisasi 

dari atas dengan potensi atau kondisi lapangan atau 

dengan melakukan kajian atau studi banding uengan 

pengalaman di tempat lain. 

Analisis kebijakan dapat dilakukan ucngan IIICiljawai> 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 



I . Bagaimana kckuatan dan peluang. 

~. Bagairnana hambatan dan tantangan. 

:l. Bagairnana arahan atau kcbijakan organisas i 

sccara be1jenjang dari atas? 

+. Bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi 

lapa ngan lainnya~ 

!i. Seberapa fl eks ibel program 1n1 dapat 

dilal;sanakan. Apa yang perlu dimod if1kas i? 

6. Seberapa besar daya ya ng dimiliki (tenaga, sarana 

dan biaya)? 

7. Bagaimana implikasi keuangan yang akan terjadi 

bagi masing-masing kelompok sasaran? 

2. Strategi 

Advokasi sebagai sebuah proses lwmunikasi 

s trategis memerlukan strategi yang j elas dan kuat, baik 

menyangkut pendayagunaan tenaga, sa rana dan dana 

maupun da lam pemi lihan metode yang tepat. 

Salah sa tu unsur penting dalam strategi advokas i 

adalah menentukan tahapan. Tahapan dapat dibagi atas: 

pengkondisian , pengarahan, penggalangan dan 

pemantapan. Dapat pula dibagi atas : perluasan 

jangkauan, pembinaan dan pelembagaan/ pembudayaan. 

S~suai dengan tahapan tersebut maka dalam 

langkah str ategi ini disusun tujuan untuk tiap-tiap 

kelompok sasaran dengan memperhatikan kaidah 

SMART (S =Spesifik/ Kiwsus; M =Measureable/Dapat 



diukur; A=Action/Dapat Dikerjakan; R=Realistic dan 

T=Time Bound/ Ada Kurun waktu yangjelas). 

Dengan memperhatikan tujuan 

dirumuskan serta basil analisis khalayak, 
langkah strategi kita lakukan: 

a. Penetapan tujuan/sasaran/target. 
b. Pemilihan bentuk aksi/tindakan. 

c. Perumusan isi pesan. 

yang telah 
maka dalam 

d. ldentifikasi dan pemilihan media /saluran 
informasi. 

e. Pengaturan pendayagunaan tenaga (termasuk 

penyiapan/ pelatihannya), sarana dan dana. 

Dengan demikian, bila langkah strategi ini dikerjakan 

dengan bai k maka akan dihasilkan suatu RENCANA 
STRATEGIS advokasi untuk issu, wilayah dan waktu 

tertentu. 

3. Mobilisasi 

Mobilisasi adalah tekhnik advokasi dengan 

menggunakan kekuatan massa / orang yang dapat 

dilakukan melalui berbagai langkah seperti parade, 

pawai, demonstrasi dan sejenisnya. Kegiatan seperti ini 

mudah mengundang media massa untuk memblow

upnya. 

Mobilisasi merupakan salah satu langkah penting 

dalam proses ad\'okasi. Mobilisasi perlu dilakukan untuk 



mcrnbang un kcbersarnaan dan sekaligus tekanan kepada 

pihal<-pihak yang tidak mendukung. Mobilisasi ini san gat 

pcnting khususnya untuk rnernbuat "nilai kepentingan" 

dari bcrbagai kelompok yang terka it rnenjadi kornpatibel. 

Mobilisasi selain rnen rpakan suatu tekn ik juga 

rnerupa l<an suatu "seni" dengan berbagai "trick" yang bisa 

d il<ernbangkan rnelalu i pengalarnan. Beberapa langkah 

mobi lisas i yang bisa di lakukan: 

a. Memberikan pelatihan I orientas i kepada 

kelornpok pelopor (kelornpok yang paling rmrdah 

rnenerima issu yang sedang diadvokasikan ). 

b. Menglwnsolidasikan mcreka yang telah 

rnengikuti pelatihan / ori entasi rnenjadi kelompok

kelompok pendukung/ kader. 

c. Mengembangkan koa li si di antara kelompok

kelompok rn aupun pribad i-pribadi pend ulurng. 

d. M engembangkan jaringan inforrnas i el i antara 

anggota koali s i aga r selaltr rnengetah ui dan 

merasa terlibat (concern) dengan rssu yang 

diad vokas ikan. 

e. M elaksanakan kegiatan yang bersifat massal 

dengan melibatkan sebanyak rnungkin anggota 

koalisi. 

f M endayagunakan media massa 

mengekspose kegiatan koalisi dan 

jaringan informasi. 

untuk 

sebagai 



g. Mendayagunakan media massa untuk 

rnembangun kebersamaan dalam masalah / issu 

bersama. Hal ini cuk up cfektif bila· dilakukan 

dcngan menggunal<an TV filler/ spot, radio spot 

a/au billbord dan spanduk. 

4. Tindakan/ Aksi 

~rinda1Hm atau aksi clalam proses adYol\asi pada 

dasarnya adalah serangkaian l\ egiatan ):; om unilHlsi , baik 

yang bersifat indi v idual, \;elompok atau massa maupun 

berupa pawai, demo atau unjul< rasa (show cif force). 

Melalui langkah tindal<an / a l;si da lam proses ach-okasi 

perlu teru s dibangun dijaga citra (image) ba lma: 

Proses ini merupaka n "Lindakan bersama ". Mal< in 

ban yak orang yang dicitrakan terlibat dalam l<egiatan ini 

mal<in bailc Proses ini dilakukan seca ra tcrus menerus 

dan lmns isten. 

Dengan memanfaatkan berbagai 

komunil<as i yang ada, melalui lang kah 

diupayal;an agar: 

media / saluran 

timlal;an / al<si ini 

a. Kelompok sasaran primary stake/wider: 

I) Tahu dan ya k in balm·a masalah terscbut henar

benar nyata dan ada di tengah mercl<a. 

2) Tahu dan yakin bahwa masalClh tcrsehur 

benar-benar merupakan ··masalah ·· (tidal< 

tncnguntung l<an ) bagi mereka. 



:i ) Tahu fi•kto r-li• ktor pcnyeba b masa lah tcrscbut. 

+) Tabu bahwa masa lah terscbut bisa 

<.liatasi l <.lipecahkan. 

;;) Tabu beberapa pilihan I ca ra untuk 

memecahl<an masalah tersebut. 

6) Tabu bahwa mereka mempunyai daya 

(resources) untuk memecahkan masalah tersebut. 

7) Mampu memilih ca ra yang coco!< untuk merel<a. 

8) Mampu menggunakan salah satu a tau 

bebe rapa ca ra yang coco !< bagi mereka. 

9) Mampu mengupayakan I mcndapatl<an sa lah 

satu a tau beberapa ca ra yang cocok bagi mereka. 

10) Mampu menggalang kekuatan untuk menuntut 

hak akan kesinambung an dan mutu untuk 

memperol eh cara ya ng cocok bagi mereka. 

b. Kelompok sasaran secondary stake/wider: 

1) Tabu dan yak in bahwa ada kelompok masyarakat 

(rnmjinal ) yang mengalam i masalah tersebut. 

2) Tahu dan yakin bahwa masalah tersebut 

benar-benar tidak menguntung kan bagi kelompok 

masya rakat yang mengalami. 

3) Tahu bahwa tersebut bisa dipccahkan melalui 

beberapa pilihan ca ra dan d) l<elompok 

masyarakat yang mengalami berhak atas itu. 

4) Tabu bahwa dia memiliki po tensi untuk ikut 

menga tasi masalah tersebut. 



5) Tahu balm•a dia al<an mendapat manfaat dan 

ata u memiliki l<ewajiban moral untuk ikut 

menlecahl\an masalah tersebut. 

6) Mampu dan mau iku t mendu lwng pemecahan 

masa lah itu sesua i dengan potensi yang dia miliki. 

c. Pemerintah/ Pembuat Kebijakan: 

1) Tahu dan ya k in bahwa ada kelompol< masya rakat 

(ma•:jinal) yang mengalami masalah tersebut. 

2) Tabu dan yak in babwa masala h tersebut 

benar-benar tida k menguntungkan bagi kelompok 

masyarakat yang mengalami. 

3) Tabu babwa masalah tersebut bisa dipecahkan 

melalui beberapa pi lihan ca ra dan kelompok 

masyarakat yang menga lami berhak atas itu . 

4-) Tabu babwa pemerin tab mempunyai piliban 

instrurnen l;ebij akan publik untuk memecahkan 

masa lab tersebut. 

5) Menyadari pemerintab rnempunyai kewaj iban 

unt uk membuat l<ebijakan untuk memecabkan 

masalah tersebut. 

6) Membuat instrumen kebijakan publik untuk 

memecabkan masalah tersebut. 

7) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuatnya 

secara konsisten dan bertanggung jawab. 

Untu k mencapai kondisi tersebut, isi pesan pcrlu 

disus un secara bertahap dan dirancang secara cennat 

sesuai uengan kondisi nyata dari l<clompok l<halaya l<nya. 



D<-·1ni kian pula pt.:milihan dan desa in llll'dia htlrus hl'nar

henar dipilih ya ng coco!\ dengan sa:-oaran. 

S<Jsaran priman stakeholdn penyu luhan kelompol< eli 

sa mping med ia massa dan media lain al\an cu l\up eteJ,tif. 

Sedanglum untul\ sasaran secondary st::~kc h o ldc r ah:an 

leb ih cocol< dijangkau mela lui media massa (TV, Haclio 

dan Koran / :vl<Jjalah). Dengan kata lain dapat dinyatakm 

hahwa, l\emampuan alh·okator dalam mendayagunakan 

media masse~ (memblow-up infOrmasi ) menjadi sa lah satu 

tal\tor pcnting clalam langkah mobi li sasi. 

5. Evaluasi 

Langkah e,·a luasi juga merupakan bagian penting 

dari acl,·okasi. [,·alu as i pe r lu dib1ku l<an baik te rh adap 

proses, output maupun cl ampa l< clari ach·okasi ya ng tela h 

di lal\ukan. D engan menggunak<Jn Hencana Strategis 

yang tclah di susun, bebe rapa aspcl< clalam p roses ya ng 

perlu clievaluasi secm·a berkala, eli antaranya: 

a . Penetapan sasaran: 

I ) Apakah sasaran s ud ah me ncalwp 3 l<elompo l<~ 

2) Apa kah masing-masing l<clompol< sucl<Jh ter inci 

secara jclas? 

s) Apaka h aksi!tindaka n yang clilalw l«ul sud <J h 

menjangkau semua sasa r<Jn? 



b. Perumusan tujuan: 

1) Apalwh tujuan ad,·okas i telah ter umusl<an dengan 

jclas~ 

~ ) Apal<a h tuj uan juga telah dirumuskan secara 

spcs ifil< tllltul< tiap ];clompok? 

:J) Bagaimana tanggapan (rcspon) tiap kelompok 

terhadap rumusan tujuan tcrsebut? 

c. Perumusan isi pesan: 

I ) Apal<ah isi pesan yang telah dirumuskan 

konsisten dengan tujuan ? 

2) Apakah rumusan isi pesan menggugah ataudapat 

ditcrima sasaran? 

3) Apakah rumusan isi pesan telah menggambarkan 

pcrkembangan a tau peningkatan? 

d. Pemilihan media dan sa luran: 

I) Media da n salu ran apa saja yang potensial untuk 

d ig unakan? 

2) Media dan saluran apa yang paling kuat 

menjangkau kelompok sasaran ter tentu. 

s) Bagaimana penempa tan (placement) dari tiap 

media? 

4) Bagaimana penggunaan multi media agar sinergi? 



e. Pembentukan dan penggalangan kelompok 

pendukung (koalisi): 

I ) Siapa saja yang potensial untuk dij adikan pelopor 

dalam pembentukan koalisi ? 

2) Baga imana pelatihan / seminar (loka karya) untuk 

membentuk koali si? 

3) Bagaimana persepsi anggota lwali si terhadap issu 

yang diad vokasikan? 

4) Apakah jumlah anggota koali si berkembang? 

5) Apakah anggo ta koa li si mernberikan sumbangan 

atau pun memainkan peran sebaga imana ya ng 

diharapkan? 

f. lntensitas, sekuen dan jadwal kegiatan: 

I ) Apal;ah intensitas keg iatan telah memadai? 

2) Apal;ah rencana kegiatan telah tersusun da lam 

jadwal sekuen (runut)? 

S) Apa kah kegiatan telah s inerg i satu sama lain? 

4) Apal;ah Jadwal kegiata n tcla h d il al;sanakan 

secara konsisten? 

Selain menggunakan Rencana Stra tcgis ya ng telah 

disusun sebagai tolok ukur, dalam proses cvaluasi kita 

perlu pula memperhatikan perkembangan g lobal, 

perubahan kebijakan-kebijakan lain yang mung kin 

berkaitan/ berpenga ruh serta pcrkcmbangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 



Singkatnya, langkah evaluas i yang baik harus 

mampu membantu kita untuk mewujudkan "yang akan 

datang menjadi lebih baik dari yang sudah". 

6. Kesinambungan 

Advokasi adalah suatu bentuk komunikasi 

strategis yang dirancang untuk menghasilkan perubahan 

nilai dan perilaku. Sebab itu, proses advokasi seringkali 

memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena advokasi 

bukanlah bentuk "komunikasi tungga l". Tujuan dari 

waktu ke waktu perlu dirinci dan diperjelas. Demikian 

pula isi pesan, dari waktu ke waktu perlu makin 

diperluas dan diperdalam. Jaringan kerja sama atau 

koali si perlu diperluas dan dijaga komitmennya. 

Hal ini bisa dicapai bila advokasi dilaksanakan 

dalam suatu proses kesinambungan. Hasil evaluasi dari 

tahap yang sudah diselesaikan harus dimanfaatkan untuk 

memperbaiki / menyusLm rencana strategis berikutnya. 

Dengan demikian , mengikuti alur berpikir bagan "A" 

Fran~.e, dari Jangkah evaluas i kita kembali ke langkah 

strategi untuk terus berlanjut ke langkah-langkah 

berikutnya sebagaimana tergambar dalam bagan "A" 

Frame diatas. 



D. Peranan Pembentukan Opini Dalam 
Advokasi. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, sa lah satu 

langkah penting proses advokasi adalah mobilisasi. 

Mengapa? Mobilisasi diperlukan untuk menekan 

pembuat keb ijakan publik/pemerintah agar segera 

mengeluarkan/membuat instrumen kebijakan yang 

diinginkan serta menekan sasaran secondary stakeholder 

agar mendukung. Tekanan ini akan dirasakan kuat dan 

efektif apabi la kita berhasil membangun citra bahwa 

issu / masalah yang diadvokasikan didukung oleh banyak 

orang dan mengandung argumen yang kuat. 

Dalam kaitan inilah pe ranan pembuat opini 

(opinion maker) dan media massa sangat menentukan. 

Oleh karena itu , pelaksana advokasi perlu mengenali dan 

membina kerja sama dengan para pembuat opini dan 

media. 

1. Pembua t Opini 

Pembuat opini adalah seseorang yang pernyataan 

sikap dan perilakunya diperhatikan, dihargai dan atau 

diikuti banyak orang/ pihak. Secara umum pembuat opini 

memiliki atribut keteladanan, kemampuan dan kharisma 

bagi pengikutnya dan masyarakat umum. Ada beberapa 

dasar mengapa pernyataan itu dihargai/ diikuti, antara 

lain: 



a). Karena dinilai memiliki kompetensi forma l 

Dengan landasan ini pejaba t fo rmal termasuk 

sa lah sa tu pembentuk opin i. Na mim perlu 

d iperh itung kan secara lebih taj am besa ran dari 

pengaruh tersebut dengan mempertimbang kan 

issu/ masa lah yang dibicarakan dan posisi si pejabat. 

Mengapa? Karena di era reformasi ini terj adi 

penu runan pengaruh opini pejabat formal bila tidak 

didukung oleh kompetensi kepakaran (ilmiah) dan 

moral. Oleh karena itu pelaksa na ad vokasi program 

P4GN perlu benar-benar jeli da lam memil ih pejabat 

fo rmal yang akan diekspose opininya dengan 

mempertim bang kan berbagai hal tersebut. 

b). Karena dinilai memiliki pengaruh atau kekuasaan 
politik. 

Pimpinan ata u to koh politik juga merupakan 

pembentuk op ini . Pengaruh mereka culwp kuat untuk 

mempengaruhi / menekan pembuat kebijakan 

(pemerintah). Hal ini agak lebih mudah dikalkulasi 

denga n melihat j umlah ku rsi ya ng mereka miliki pad a 

dewan per wakil an rakyat. 

Dikalangan sasaran primary stkeholder da n 

secondary stakeholder pengaruh mereka cenderung 

bersifa t part isan (hanya oleh orang-orang yang 

sealiran) dan selama ini di Indones ia tampaknya 

pimpinan/ tokoh politik cende rung kurang dalam 



memahami aspek tekni s pelaksanaan program
program pembang unan yang dilaksanakan di 
lapangan. Oleh karena itu pelaksana advokasi program 
P4G N perlu membekali mereka dengan aspek tekni s 
program ya ng memadai dan takti s dalam memilih issu 
yang akan diekspose melalui tokoh ini. 

c). Karena dinilai memiliki kompetensi ilmiah 

Pakar, apalagi untuk bidang khususnya 
merupakan pembentuk opin i yang dianggap paling 
netral dan cukup kuat baik terhadap pembuat 
kebijakan/ pemerintah, sasa ran primary stakeholder 
maupun secondary stakeholder. Oleh karena itu 
pelaksana advokasi program P4GN patut 
mempriori taskan ekspose opini kelompok ini . 
Menyelengga rakan seminar ilmiah dengan 
meng undang pejabat formal dan melibatkan sejumlah 
wartawan, mer upakan lang kah ya ng bisa dil akukan 
untuk mencapai hal tersebut. 

d) . Karena dinilai memiliki kompetensi moral 

T okoh agama, tokoh pendidik dan LSM 
diperhatikan dan diikuti pernyataannya karena dinilai 
memiliki komitmen kuat pada kebenaran. T okoh 
agama dan tokoh pendidik pengaruhnya cenderung 
lebih kuat terhadap sasa ran primary stakeholder 
sewmg kan LSM cenderung lebih kuat kepada 



pcmbuat kebijakan / pemerintah dan 

stakeholder. 

e). Karena dinilai memiliki pengaruh atau 
kekuasaan materi (uang) 

secondary 

Pengusaha dan selebriti juga dapat menjadi 

pembentuk opin i, namun pengaruhnya cenderung 

terbatas pada kelompok tertentu dan lebih menonjol 

pada seconda1y stakeholder. Khusus selebriti dalam 

beberapa hal bisa memiliki pengaruh yang cukup kuat 

di kalangan fansnya. Namun keteladanannya bisa 

cepat berubah di mata masyarakat bila ada 

rumor/ gosip. Sebaiknya para pelaksana advokasi 

program P4GN di setiap ting katan wilayah 

membuat/ memiliki dafta r pembuat opini lengkap 

dengan klasifikasi landasan dan analis is cakupan 

pengaruhnya. Berdasarkan itu pelaksana advokasi 

menjalin ke1jasama dan berusaha memberi informasi 

selengkap mu ngkin tentang issu yang diadvokasi. 

Akan sangat menguntungkan bi la mereka dapat 

dilibatkan di da lam Tim koalisi. 

fl. Media Massa. 

Besar kecilnya cakupan pengaruh pembuat op ini 

sangat ditentukan oleh media massa yang 

mendukungnya. Oleh karena itu dalam proses ad,·okas i, 

d ua komponen ini harus dikelola da lam satu paket yang 



utuh. Dengan kata lain , keberhasilan suatu usaha 

advokasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan 

perancang dan pelaksana ad,·okasi dal am memilih 

pembuat opini dan mendayagunakan media massa yang 

tepa t. 

Pada tahap pertama perancang dan pelaksana 

advokasi perlu mendayagunakan media massa untuk 

menyadarkan-meyakinkan berbagai pihak bahwa "benar 

ada masalah" dan sekaligus memberi informasi tentang 

besaran (cakupan dan kedalaman masalah) . Berbagai 

media massa yang ada (cetak dan elektronik), terutama 

dalam ben tuk tampilan berita atau laporan khusus dinilai 

cocok didayagunakan untuk ini . Perlu pula diperhatikan 

bahwa upaya ini seringkali tidak dapat dicapai melalui 

satu babak kegiatan. T etapi perlu terus-menerus diulangi 

untuk tetap mengingatkan dan makin meyakinkan 

sasaran. Dalam kaitan itu pula diperlukan kepiawaian 

penyusunan isi pesan dalam mengatur tahapan sentuhan 

dan formulasi yang menyentuh (kadang-kadang bila 

perlu dil akukan dramatisasi ) masalah. 

Pada tahap kedua perancang dan pelaksana 

advokasi perlu mendayagunakan media massa untuk 

memblow-up opini para pembuat opini terhadap masalah 

tersebu t, baik untuk menambah kedalaman pemahaman 

maupun mengenai alternatif pemecahan, termasuk 

program konkrit yang ditawarkan dengan berbagai 



implikasinya. Dalam konteks ini memang lebih fair bila 

ditampilkan opini yang berimbang (pro dan kontra). 

T etapi juga sah apabi la perancang dan pelaksana 

advokasi lebih menonjolkan pendapat yang mendukung 

program/ pemecahan masalah yang ditawarkannya. 

Dalam rangka ini TV dan Radio dalam bentuk tampilan 

(format) talkshow dan media cetak dalam format artikel 

dinilai cukup efektif untuk mempengaruh i pembuat 

kebijakan. 

Contoh: 
Advokasi penurunan angka kematian akibat narkoba. 

Masalah: 
kematian akibat narkoba tinggi (15.000/tahun). 

Pesan advokasi: 
10 kg shabu dibutuhkan untuk mal am Ia hun baru. 

Pada tahap berikutnya, perancang dan pelaksa na 

advokas i perlu mendayagunakan media massa untuk 

menekan pembuat kebijakan a tau pemerintah agar segcra 

mengeluarkan instrumen kebij akan yang diperlukan 

(termasuk memperbaiki bila kurang memuaskan) dan 

menekan secondary stake/wider untuk mendukung. 

M em blow-up kegiatan-kegiatan yang bersifat massal 

(termasuk pawai, safari, demo dan unjuk rasa) dan 

menampilkan suara primary stakeholder baik melalui TV. 

rad io dan koran atau majalah merupakan ca ra ya nK 

cukup efektif untuk mencapai hal terseb ut. 



Selain untuk mendukung ketiga tahapan 

kepentingan di atas, media massa pun memiliki peran 

yang sangat strategis baik dalam menjaga 

kcsinambungan proses advokasi maupun dalam 

membangun citra serta semangat kebersamaan para 

pelaksana dan primary stakeholder. 

Peran pembentuk opini dan media massa ini dapat 

kita gambarkan dengan bagan berikut ini : 

PERANAN PEMBUAT OPINI DAN MEDIA MASSA 

TEORI 

• 
MASALAH 

+ 
DATA 

·catatan . 

KEL. MARJINAL 

p ~ " PROGRAM PROG RAM 
t , ADVOKASI t AOVOKASI ~ p PEMERINTAH 

SECONDARY 
P STAKE HOLDE~ 

V • Value, P • Practice, R"" Resource 

E. Beberapa Bentuk Tindakan Advokasi 

Pad a dasarnya ada ban yak bentuk tindakan / aksi 

advokasi ya ng dapat dipilih dan pengalaman 

menunjukkan bahwa upaya advokasi lebih berhasil bila 

perancang dan pelaksananya mampu melakukan berbagai 



bentuk tindakan / aksi secara bersamaan atau berangkaian 

(multi media dan multi format). Sebaiknya tindakan 

advokasi menghindarkan diri dari memutla,kkan satu 

bentuk tindakan sebagai yang paling baik. lntinya, 

bentuk tindakan advokas i perlu disesuaikan dengan 

tahapan tujuan yang in gin dicapai, siapa sasaran prioritas 

yang hendak dijangkau, bagaimana practice, resources dan 

terutama value sasaran tersebut. 

Beberapa bentuk tindakan advokasi yang bisa 

digunakan diantaranya: 

1. Lobi Politik (Political Lobying) 
a) Lobi politik pada dasarnya adalah varian dari 

kom unikasi interpersonal. Oleh karena itu dalam 

lobi politik ini pengenalan sasaran yang 

mendalam (nilai kepentingannya, kebiasaannya, 

hobbinya sampai kelemahannya dan lain-lain) 

akan sanga t mempengaruhi keberhasilan lobi. 

b) Lobi politik ini bertujuan untuk mempengaruhi 

pejabat publik kelas atas, terutama para legis lator 

yang memiliki peran untuk menggolkan produk 

perundang-undangan yang sangat strategis. 

Karena itu issu-issu politis seperti suara dalam 

pemilu, dukungan dalam kampanye dan 

sejenisnya sering dipakai sebagai senjata dalam 

lobi politik. 

c) Lobi politik 

digunakan 
1111 sangat penting dan banyak 

untuk mengad,·okasi pcmbuat 



kehijakan publik dalam bC'ntuk bincang-bincang 

(pemlekatan tokoh ). l'engalaman menunjukl<an 

hahwa untuk melakukan suatu lobi poli t ik , 

mcncan waktu untuk bisa bertemu dengan 

p~jabat publik merupakan suatu tantangan 

tersendiri bagi para pe lob i. Aspek lain yang perlu 

dipersiapkan adalah data dan argumen yang kuat 

untuk meyakinkan si pejabat: betapa seriusnya 

permasa lahan atau issu yang dihadapi dan betapa 

penting nya peranan s i pejabat. Un t ,li< lobi politik 

dalam program pembangunan, prinsip "low 

profile, high pressure" mung kin lebih cocok untuk 

dig unakan. 

2. Seminar / Presentasi. 

Bentuk seminar ata u presen tas i, baik untuk 

digunakan untuk mengadvokasi beberapa pejabat publik 

sekalig us, baik dari suatu instansi tertentu, apalagi kalau 

berasa l clari beberapa instansi berbeda yang berkaitan 

cl enga n permasalahan ata u issu ya ng diad,·okasi. Selain 

dapat menjangl<au beberapa orang atau pepbat sekaligus 

(lebih efi sien), teknik seminar atau presentasi juga lebih 

menguntungkan dalam menyamakan persepsi, 

menumbuhkan kebersamaan clan membang un komitmen. 

Hampir sama clengan lobi politik, data yang 

akurat dan argumentasi yang kuat merupakan hal 

penting yang harus dipers iapkan bila seminar atau 

presentasi ingin berhasil. Selain it u, clalam teknik 



scmin:.tr atau prcsentasi diperlul<an l<emampu an untuk 

menggunal<an atau mcmant~tatl<an bcrbaga i tekn ik (a lat 

bantu pcnyaj ian) yang terus semakin berl<embang 

kcca nggihan nya. 

3. Debat. 

Debar pada dasa rnya ya ng merupal<a n salah sa tu 

tc lmil< ach·okasi dalam kclompolc Ciri spcsi film ya adalah: 

iss u dibahas dalam pendekatan pro dan lw ntra. Oengan 

teknik ini pelibatan sasara n (khalayak) akan lebih aktif 

dan issu atau masa lah dapat dibahas dari berbagai sud ut 

pandang seca ra tajam serta bisa lebih mendalam. Dengan 

cluk ungan media TV clan radi o, clebat menjangkau 

khalayak ya ng sangat luas seca ra cukup menarik. 

4. Dialog. 

Hampir sama dengan deba t, dialog lebih tepat 

d ig unakan sebagai teknil< advo l<as i dalam menjang kau 

l;elompok, yang bila diclulwng o leh media massa, 

l<hususnya TV dan radio bisa menjang kau kelompo l< 

ya ng sangat luas. T eknil< d ialog memberi peluang ya ng 

cukup baik untuk meng ung kapka n aspirasi atau 

pandangan sasa ran (khalayak ). 

5. Negosiasi. 

Negosiasi merupakan teknik advokasi yang 

dimaksudkan untuk meng has ilkan kesepakata n. Dalam 

hal in i pihak yang bernegos iasi menyadari balm·a 



Jmtsin~?;-lll asing pihak mempunya i kcpentingan ya ng 

" """ ya ng pc rlu diamankan , sel;a ligus kepentingan yang 

bcrbcda / bcrtcntangan yang perlu dipertautkan. Dalam 

ncgos iasi dipe rluk an kemampuan untuk melakuk an tawar 

mcnawar dengan alternatif ya ng cukup terbuka. Untuk 

teknik negos ias i, Harry A. Mill s memperkenalkan 7 

langl;ah (RESPECT) yang dapat dipelajari 

(Nl~GOS!AS!: sen i untuk menang). 

6. Petisi atau Resolusi. 

Petisi atau resolusi merupal;an sal ah satu teknik 

ach-okasi dengan membuat pernyataa n tertuli s. Pet isi 

atau resolusi ini akan Jebih besa r tekanannya apabi la 

merupakan hasil dari suatu musya warah dengan j uml ah 

pese rta yang besar (kuantitatif dan kualita tif) dan diblo \\·

up melalui medi a massa . Dalam advokasi prog ram

program pembang unan sepe rti KB dan l;csehatan teknik 

petisi dan resolusi ini biasanya dipilih , ·arian yang 

tergolong lunak seperti pernyataan s il;ap, ihar, tinwa 

dan ya ng senada lainnya. 

7 . Mobilisasi. 

Mobili sasi ada lah teknik advokasi dengan 

menggunakan kekuatan massa yang dapat dilaku kan 

melalui berbagai variasi seperti parade, pawai , de mo, 

unjuk rasa dan yang sejen isnya. Kcgiata n scpcrti ini 

mudah mengundang media massa untuk memblow

upnya. Hampir sama dengan petis i a tau rcso lusi dalam 



advokasi program-program P4GN, teknik mobilisasi 

juga umumnya menggunakan varian yang tergolong 
lunak seperti parade, pawai, safari dan yang senada 
lainnya. 

Mobilisasi merupakan sa lah satu langkah penting 

dalam proses advokasi. Mobilisasi perlu dilakukan untuk 

membangun kebersamaan dan sekaligus tekanan kepada 
pihak-pihak yang tidak mendukung. Mobilisasi ini sangat 

penting khususnya untuk membuat "nilai kepentingan" 

dari berbagai kelompok yang terkait menjadi kompatibel. 

Mobili sasi selain merupakan suatu teknik juga 

merupakan suatu "seni" dengan berbagai "trick" yang bisa 

dikembangkan melalui pengalaman. Beberapa langkah 

mobilisasi yang bisa dilakukan: 

a) Memberikan pelatihan atau orientasi kepada 

kelompok pelopor (kelompok yang paling mudah 
menerima issu yang sedang diad vokasikan ). 

b) Mengkonsolidasikan mereka yang telah 
mengikuti pelatihan / orientasi menjadi kelompok

kelompok pendukung(kader). 

c) Mengembangkan koalisi di antara kelornpok

kelompok maupun pribadi-pribadi pendukung. 

d) Mengembangkan jaringan informasi di antara 

anggota koalisi agar selalu mengetahui dan 

merasa terlibat (concenz) dengan issu yang 
diadvokasikan. 



~ ) \lel aba nal«lll kegiatan ya ng bersi!at rn assal 

d~ngan mcli batkan scbanyak mungkin anggota 

koa li si. 

t) Mcndayagunakan media rnassa 

rncngclispose kegiatan koa lis i dan 

ja ringan into nnasi. 

g) Mcndayagunakan berbaga i media 

untuk 

sebagai 

massa 

untul< mcmbangun l<ebersamaan dalam rn asa lah 

atau issu bersama. Hal ini cukup efektif bila 

di lakukan dengan rnenggunakan TV ifillerlspot), 

radio spot ata u billbord dan spanduk. 

8 . Pengembangan kelompok peduli. 

Pengernbangan kelornpok pedu li ada lah teknik 

ad,·o i<as i dengan ca ra rnenghim pun l<elwata n baik oran g 

maupun organisasi dalam suatu jaringan ke rj a sa ma 

unt uk meny uarakan issu ya ng diadvokasikan. 1\elornpok 

ini bisa bernama "koa li si" seperti Koalis i Indonesia Sehat 

a tau Forum atau apapun ya ng memilil<i jaringan ya ng 

ku at dalam ide ata u gagasan mesk ipun secara organisasi 

t idak terlalu ketat keter ikatannya. Dalam pengembanga n 

l<e lompok pedu li ini , perni lihan tokoh pelopor dan 

penyamaan pcrseps i te rhadap issu ya ng c.liach-okasikan 

rnenjadi dua langkah penting yang harus mendapat 

pcrhatian. 



9. Penggunaan media massa. 

Sebaga imana telah berkali-kali di singgung di 

muka , peranan media massa sanga t besa r dan 

menentukan dalam keberhas ilan advokas i, baik dalam 

membentuk opini, menyamakan perseps i maupun dalam 

memberikan tekanan. Media massa in i adalah media yang 

mampu memberi informasi kepada banyak orang pada 

banyak tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir 

bersamaan . Dalam advokasi kita bisa memi lih media 

massa eletroknik (TV, radio, internet) dan cetak (koran , 

majalah, tabloid dan lain-lain). Beberapa ri ncian teknis 

dalam pemanfaa tan media massa ya ng perlu diketahui 

oleh perancang a tau pelaksana advokas i di antaranya: 

a) Siaran pers - adalah bentuk buletin beri ta ya ng 

menjelaskan suatu peris tiwa dengan menonjolkan 

suatu peri stiwa tertentu. Bentuk siaran pers pada 

umumnya, singkat/ ringkas dalam ung kapan yang 

pacla t. Selain mengedepankan as pek "apa, siapa, 

dimana", s1aran pers umumnya berisi pula 

penjelasan singkat makna dibalik peri stiwa 

tersebut. Siaran pers ini dapat dikirimkan kepada 

sebanyak mungkin media massa. 

b) Pers kit - aclalah bentuk informas i yang leng kap 

yang cliberikan untuk media massa yang beris i 

Jatar belakang, gagasan dan rencana-rencana 

berkaitan clengan issu tertentu . Pres kit ini 

biasa nya dibagikan kepada media massa terpilih . 



r ) Lnnbar jakla - adalah bentuk intorrnasi berupa 

data / k~jadian apa ada nya yang biasanya berasal 

dari laporan , penelitian, temuan tim fact finding 

tcntang tentang kejadian penting tertentu yang 

dikemas dalam bahasa umum. 

d) Kmiferensi pers- adalah bentuk pertemuan singkat 

dengan s~jumlah wartawan media massa yang 

diundang untul< menjelaskan suatu issu penting 

yang segera perlu diketahui masyarakat. 

Konferensi pers sebaiknya dilakukan secara cepat 

(waktu pendek ), didahulu i dengan penjelasan 

si ng kat dan diikuti dengan tanya 

jawab/klarifikasi. 

e) fVisata pers - adalah bentuk kunj ungan beberapa 

wartawan langsung ke lapangan untuk menggali 

info rmasi mengenai program yang dinilai perlu 

disebarluaskan kepada masya raka t. 

Oalam suatu upaya advo l\as i, maka bagaimana 

menjalin kerja sama yang baik dengan pihal; media massa 

merupakan suatu tantangan sekaligus sen i terscndiri 

yang perlu dipelajari o leh perancang dan pelaksana 

advokasi. 

Selain teknik-teknik advokasi yang telah 

diuraikan di atas, masih terdapat teknik-teknik advokasi 

lain yang perlu dipelajari lebih lanjut karena dalam 

proses advokasi pada umumnya kita perlu menggunakan 

beberapa teknik secara runut dan sinergi. 



F. Tatakrama dan Persyaratan Advokasi 

Unt ul< memandu aga r program adYokasi yang 

];im laksanal;an bisa berhasil baik, beberapa sikap mental 

a tau et il;a pcrlu kita pcrhatil;an, di anta ranya: 

I. Rencana Sukses Secara Bertahap 

Bagaimanapun bersemangat atau ambisinya kita 

untul; segera mencapa i hasil, kita harus menyadari 

l<eterbatasan kelwatan yang ki ta miliki dalam kaitan 

di mensi wa ktu. Oleh karena itu kita per lu merencanakan 

sukses seca ra bertahap scsuai dengan besarnya masalah 

dan kcmampuan yang kita miliki. Hal ini akan bisa kita 

lihat dalam pe ru musan tujuan / ta rgct yang akan kita 

susun . 

2 . Dokumentasikan Data dan Fakta. 

Data dan fakta yang kita dokumentasil;an dengan 

baik aka n sa ng at membantu kita baik dalam rneny usun 

tujuan, menyus un isi pesan maupun untul< penetapan 

strategi seca ra umum. Sistem pencatatan pelaporan ya ng 

bail< dan adanya bagian / divisi yang mengelola data dan 

jaringan informasi akan sangat membantu untuk 

advokasi program-program pernbangunan. 

3 . Konsisten dan Tekun. 

Aspck 1n1 lebih men unjukkan perlu aua nya 

kondisi mental tertentu yang nwmbuat kita tidak mudah 



goyah apalagi mcnyerah dalam memenangkan issu-issu 

yang kita perjuangkan. Hal ini rentu berkaitan dengan 

pemahaman dan komitmen kita terhadap issu tersebut. 

4. Bersedia Kompromi. 

Tanpa mengurangi semangat konsisten, kita juga 

memahami bahwa pihak lain, baik itu mitra/kawan kita 

maupun yang menjadi musuh kita memiliki "n il ai 

kepentingan" tertentu. Oleh karena itulah I; ita juga perlu 

bersed ia melakukan kompromi dalam batas tidak 

menghancurkan nilai-nilai prinsipal dari issu yang kita 

perjuangkan. 

5. Kreatif dan Selalu Menciptakan Peluang. 

Mencari peluang dan ca ra-cara ban1 dalam 

berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi 

merupakan sikap mental yang dipcrlul;an oleh 

perancang/pelaksana advokasi. 

6. Tolak Segala Macam Bentuk lntimidasi. 

Waspada terhadap upaya-upaya yang bermaksud 

membelokan issu pokok yang diadvokasikan, merupakan 

sikap menta l lain yang juga diperlukan, merupal<an sikap 

mental lain yang juga diperlukan. Pcrancang dan 

pelaksana advokas i perlu jeli dan berani menghadap hal 

semacam itu, tennasuk kemungkinan t<·l:jadinya 

intimidasi. 



7. Juga Fokus Issu, Perhitungkan Budaya dan Nilai 
Lokal. 

Berkaitan dengan sikap mental konsisten dan 

bcran i menolak segala macam intirnidasi di atas, maka 

pcrancang/ pelaksana advokasi perl u menjaga issu pokok 

adYo kasi aga r tetap fokus namun seka ligus mampu 

mela lwl;an penyesuaian dengan nilai budaya lokal. 

Selain etika yang berkaitan dengan sikap mental 

da ri pe rancang/ pelaksana advokasi, di atas, maka dalam 

memilih materi dar i issu ya ng akan diadvokasikan, perlu 

d iperhatikan beberapa persyaratan berikut ini : 

I . Credible - artinya program yang kita tawarkan 

harus dapat meyak inkan para penentu kebijakan 

atau pembuat keputusan. Karena itu harus 

didukung dengan data dan dari sumber yang 

benar-benar dapat dipercaya . Prog ram ya ng 

ditawarkan harus didasari dengan permasalahan 

yang utama dan faktual, arti nya masalah tersebut 

memang ditemukan di lapangan dan penting serta 

mendesak un tuk segera ditangani . 

2. Feasible - artinya program tersebut baik secara 

terknis, politik, maupun ekonomi dimungk inkan 

atau layak. Secara tekni s layak artinya program 

tersebut dapat dilaksanakan, petugas cukup 

kemampuannya, sarana dan prasa rana 

pendukungnya tersedia cukup. Secara politis 

laya k, artinya program te rsebut tidak akan 



mcmba\\·a dampak politik pada masyarakat. 

Sedangkan secara ekonomis layak, artinya 

didukung oleh dana yang memadai dan apabila itu 

program pelayanan, masyarakat mampu 
membawanya. 

S. Relevant- artinya program yang diajukan paling 

tidak harus mencakup 2 kriteria yakn i: memenuhi 

kebutuhan masyarakat, dan benar-benar 

memecahkan masalah yang dirasakan oleh 

masyarakat, semua pejabat di sem ua sektor setuju 

bahwa tugas mereka adalah menyelenggarakan 

pelayanan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan. 

4 . Urgent- artinya program yang ditawarkan harus 

mempunyai urgensi yang tinggi, harus segera 

dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan 

menimbulkan masalah yang lebih besa r lagi. Oleh 

sebab itu program alternatif yang diajukan 

tersebut ada lah yang paling baik d iantara 

alternatif-a lterna tif yang lain. 

5. High Priority- artinya program yang ditawarlian 

harus mempunyai prioritas yang tinggi, agar para 

penentu kebijakan menilai, bahwa program 

tersebut mempunyai prioritas tinggi, diperlukan 

analis is yang cermat, baik terhadap masalahnya 

sendiri, maupun terhadap alternatif pemecahan 

ataLf program yang ditawarl<an. Hal ini terkait 

dengan argumentas i sebel umnya, yakni program 

mempunyai prioritas tinggi apabi la: feasible baik 



secara tcknis, politik, maupun ekonomi, relevan 

dcngan kebutuhan masyarakat dan mampu 

memecahkan pennasalahan tersebut. 

Sedangkan persyaratan selanjutnya bahwa advokasi 

yang ditawarkan harus: 

I. NaJar yang memikat. 

2. l ngatkan ideologi subyek sasaran. 

3. Katal<an hal yang benar. 

4. Kaitkan pesan advokasi dengan minat pribadi, 

keuntungan bagi instansi , da n keuntungan 

pribadi. 

5 . Dulmngan penentu kebijakan yang baik. 

6. Contoh posisi program P4GN dalam 

pelak sanaan otonomi daerah akan mempunyai 

manfaat secara institusi pemerintahan hagi 

kelangsungan pembangunan: dalarn jangka 

panjang dapat rneningkatkan efis iensi dan 

efektifitas pemerintahan kabupaten/ kota dalarn 

segala sektor, dengan asumsi disatu pihal< akan 

mengurangi beban pemerintah dalam 

mewujudkan "Indonesia Bebas Narkoba Tah un 
2015". 

7. Keuntungan secara pribadi para Bupati dapat 

meningkatkan reputasi dan nilai jual pribadi 

secara politis. Kemudian memperkuat posisi 

tawar, menawar dalarn rnengarnankan jabatan 

aktual dan rnerintis karir selanjutnya. Kemudian 



jug-a dapat mcwujudkan idcalisme dan aktualisasi 

untuk mclayani masyarakat Jan mening-ka tkan 

kesejahtcraan masyarakat. 

G. Kaitan Advokasi Dengan KIE 

Ach·okasi dan KlE (Komunikasi , lnforma'i dan 

Edukasi) pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi. 

Bila K!E lebih merupakan bentuk komunikasi yang 

Jilaksanakan oleh pro,·ider program agar sasa ran 

(indi\'idu , keluarga dan masyarakat) menerima program 

ya ng uitawarkan dengan melaksanakan perilaku tertentu, 

mal;a ach ·okasi lebih ditekankan pada perubahan 

kebiJakan pada pembuat keputusan publik. 

lntinya, auvokasi adalah al;si, perubahan dan 

komitme. Sedangkan K!E dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses intervensi terencana yang menggabungkan 

pesan-pesan informasional, pendidikan dan motiva, ional 

yang bertujuan untuk mencapai sesuat u perubahan 

pengetah uan, sikap dan perilaku yang dapat diukur di 

antara seke lompok khalayak sasaran yang jelas melalui 

saluran komunikasi. 

Dengan pengertian seperti itu , maka provider 

program .selain memberikan informasi juga menyediakan 

dukungan layana n langsung kepada klien / pengguna 

layanan. Sedangkan ad\'okasi bertujuan untuk 



mcmpromosil\an atau me mpe ri<Ltat suat u pcrubahan 

da lam l< ebija l<an, program dan produl< legislas i. 

Singh:atnya , 

secara lanv;s un g 

ach·oi<asi bcrupaya 

pihal< lain . 

daripacla mcnycdial«m dukungan 

kepacla klien / pengguna layanan , 

untuk mendapatkan dulwngan dari 

.Jil<a l<ita i<aiti<an dengan penjelasan pada bag ian 

Sasaran dan Tujuan pada point 2 cliatas, mal<a dapat kita 

l<ata l<an bahwa 1\!E lebih clitUJUkan kepada primal)' 

stakeholder. Scmentara dalam ad,·ol<asi lebih diarahkan 

l<cpada pembuat l;ebijai<an dan secondmy stakeholder, 

namun demii<ian dalam proses advol<asi , primary 

stakeholde r juga perlu diberi informasi dalam rangka 

pcmbcrdayaan agar me rcka mcnjadi bagian yang 

mcmperkuat untul< mencl<an pembuat l<ebijal<an supaya 

mengcluarkan kebijakan publik yang diharapi<an. Pada 

bagian in ilah se ring timbul ke ran cuan yang menyulitkan 

membeda l<an anta ra advo l1asi d engan KIE. 

Bila dalam KIE: individu , keluarga atau 

masyarakat sebagai sasaran KIE, kita dorong agar 

bcrpola sikap dan berperilaku ses uai dcngan layanan 

program yang disediakan, sedangkan dalam ad,·okasi: 

indi , ·idu, keluarga atau masyarakat (sebaga i primary 

slake/10/der) diberdayakan untul< ikut 

mcndorong/ me nekan pembuat kcbijakan agar 

mcngeluarkan kebijakan publik yang diharapkan. 



:vteskipun ada pcrbcdaan antara ad,·okas i dan 

KII·:. namun scrin~ da lam praktcknya, terutama dalam 

adn>kasi program-program pembangunan kcbcrhasilan 

suatu upaya advokasi dipengaruhi atau d iawali o lch 

l<eherhasilan KIE dari program yang bersangkutan. 

Kebcrhasilan K IE akan 

terhentul<ny<~ pendapat umum yang 

mempermudah 

mendukung 

te rc<~pa inya tujuan advokasi. Baik advokas i ma upun KI E 

l<edu<~nya merupal<an bentuk komunikasi s trategis yang 

tcrg<~ntung pada kemampuan mengg unakan be rbagai 

tindakan / aksi, tckhnik, media dan sal uran lwmunikas i 

Y'mg memiliki daya tarik / pe rsuasif: 

H. Indikator Keberhasilan 

lndikator l<eberhasilan <Jdvol;as i dapat diuraik<Jn 

dalarn l<clornpok: 

I . Input: (a) Tcnaga: d<1ri segi j um lah mcmadai, dari 

l<u a lit<Js telah mernahami pcrsoalan ya ng ti mbul 

serta mern ilil<i kernampuan untul< rncmpcngaruhi , 

meya kinkan dan membcrd aya l<an pihak-pihak 

yang rncnjadi sasaran; (b) S<Jrana: diusah<JI<an ba ik 

dari berbagai jalur organisas i; dan (c) Dana: 

tersedia. 

2. Proses: p<~ra penentu l<ebijakan di berb<~gai 

ting katan dan unit organisasi sasara n bisa 



memaha mi i ~su yang dialkohasil\an, .Jan bersedia 

untul\ be r~mna-~ama menanggulangi masalah 

pcnya lahgunaan dan pc rcderan gclap narlwba eli 

Indones ia termasuli: para pcmimpin media massa 

bai l\ ectal\ maupun elelnronil\. 

~l. Output: para penentu i<e bijal<a n dan publil< figur 

te lah berscdia menjadi pendulwng dan rnclalwl<an 

al\si program untul\ mcnanggular.g i masa lah 

penya lahg una an narlw ba di Indon es ia. Misalnya 

ada Surat Kcputusan Mentcri, S l\ Kepala 

Perusahaan ata u Fatwa tokoh age:llllla tentang 

anJuran untul-i. mclal\sanakan lielua rga bebas 

pcnyalahgunaan narlioba , dcngan alokas i 

pcnyediaan anggaran dan penyed iaan tenaga 

pclaksananya. 







BAB V 

NARKOBA DAN HUKUM 

T clah ui s inggung paua bah te rcla hul u, bahwa 

pada satu sisi, ada narkoba yang bcnnanhwt 

un tuk man usia. Pada sis i l<1in, na rh:oba dapat 

disa lahguna l<an schingga menga l;i batl<an pc ncle ritaan , 

l\emel arata n, \,~jahatan, da n h:cl\acauan. 

Oleh sebab itu, l;eberadaan na rkoba (prouuksi 

ata u uistr ibus i J an penyimpanan atau pemaliaian) perlu 

uiatur oleh undang-undang. 

A. Undang-Undang dan Penerapannya. 

Karena sebagian dari narl\oba bermant~tat untuk 

lw h idupan, tcrutam a da lam bida ng h:eseharan , na mun 

dapat puli:l dis alahgunakan sch ingga mc mba,,·a 

m alapc talw, penggun aan dan penyala hgunaannya harus 

di at ur da lam undang-undang ncga ra. 

Unclang-undang terl;ait masala h narlwba in i 

bclum ada, yang ada auala h Unclang-Unuang tc ntang 

narkotika yakn i: UU No. 22 tahun 1997 tentang 

Narkotika dan UU No. 5 tahun 1 9~)'7 tentany; 

psilwtrop ika. 



1\l'ndat i hangsa Indonesia telah lllCillilil\i undang

undang tcnt<11 1g- narl\otilw dan psii\otropib1, da lam 

pralaiknya. pene~a l\cln hui'illlll ya ng tcrl\air · dengan 

masa lah na rkoUa masih rarut-marut dan tidak eteJ,tif 

Tidal< de\<tifi1ya pelai<sanaan undang-undang 

rersebur alltara lain d iseba bl<an oleh: 

1. Mental dan moral aparat teriHJit bchun memadai. 

'2. 1\csc..:jahteraa n aparat ya ng menangani 

masalah narl\oba rendah schi ngga ser ing 

rergiu r unruli belier:ja sama dcngan sincli l;ar clcmi 

rne nrperoleh uang. 

:J. Jumlah aparat kurang mcmadai dibandingl\an 

dengan j urnlah ral<yat dan luas wi laya h. 

J.. Protes ionalismc apa rat ya ng J.i:u rang mcmadai. 

5. Fasilitas / peralatan tugcts aparat belum mcmadai. 

6. Luasnya " ·il ayah Indonesia dan lionclis i 

geografis Indones ia ya ng terdiri dari pulau-pulau 

seh ingga aparat sulit mengontro l kegiata n 

si ndil<at. 

7. Burul,nya l\oordinasi antar instansi / aparat terl\ait. 

8. Tingkat pengetahuan nr asyarakat tcntang 

narlioba masih sangat lwrang schingga mudah 

tcrtipu. 

9. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat 

ten tang UU No. 5 T ahun I 997 dan UU No. \!\! 

Tcthun I~JHI, karena bel um tersosialisasi dengan 
baik . 



10. Belurn ctthlll\·a petun.iul\ atau pedoman hagi 

masyaral\ ctt untul\ he rp<trtisipasi da lam prog-ram 

jll'JJarJggulangan IJJasalaiJ narh:obc.J JJH:nyangl'iut: 

• Pe ran serta cla lam pengawasan dan pclaporan 

\,asus. 

• Peran scrta dalam pcnindalHm pclangga ran 

hulnun. 

• Pe ran scrta dalam pcngawasan te r hadap 

aparat pcncgak hulwm, scperti po li si, ja \,sa dan 

hal<im. 

• Pcran scrta dalam pengawa~an pelal\sanaan 

hu lwman yang sudah dijatuhkan. 

Bcrhagai kedala eli atas menycbabkan pcla l\sanaan 

undang-undang tidak cfciHi t: schinp;ga masyctrakat dapat 

bcrsil\ap ap r iori, c uri ga terhadap aparat, malas 

be rpart isipas i dan kal au sudah jcngl<cl main hal<in 

scndir i. 

Dalam liondisi seperti ini al\all scmal\in ru nyam. 

l'ia rena masalah nariH>ba tidak berdiri sendiri, tctapi 

te rl\ait pu la dc np;an masalah, antara lain renda lmya 

liesejahte raan, me nta l, mora l, profCs ionalismc dan 

pengetahuan a parat, l\e tcrbatasan licuangan ncgara. 

Bcrat ringannya sanksi terhadap pelanggaran 

undang-undang ter~antung pada hanya l\ f~d\tor . antara 

lain: jenis narl'ioba, jumlah narlu>ba, pcranan (handar. 



pengeda r, pemakai), lama terl ibat dan luasnya pengaruh 

al<ibat pclanggaran. 

B. Pelanggaran Terhadap UU No.22 Tahun 
1997 Tentang Narkotika. 
Beberapa pelanggaran atas ketentuan Undang

Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narlwt ika, ya itu 

antara lain: 

I . Memproduksi, mengedarkan, a ta u perantara jual beli 

narkotika golongan I (Pasal 82), misalnya ganja, 

heroin , kokain , putaw, dan lain-lain. Adapun 

ancaman hu kuman pelanggaran ini adalah hulwman 

mati ata u seumur hidu p atau penjara paling la ma 20 

ta hun dan denda Rp. 1000.000.000,-

2. Memberi , menyera hkan, menyalurkan (Pasal 78), 

ya ng diancam hukuman penjara maksimal Il:i ta hun 

dan denda Rp. 7 50.000.000,-

S. Menyimpan, memiliki, membawa, menanam, 

memelihara (Pasal 88), yang dianca m hukuman 

penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp. 

500.000.000,-

4. Menggunakan narkotika (Pasal 85), yang diancam 

hukuman penjara maksimal 4 tahun. 

5. Menggunakan tidak melapor (Pasal 88), yang 

diancam hukuman penjara ma ksimal 6 bulan dan 

denda Hp. 2.000.000,-



6. Keluarg-a pencadu tidak melapor (Pasal !iH), yang 

diancam hukuman penjara maksinwl .~ bulan dan 

denda Hp. 1.000.000,-

C. Pelanggaran Terhadap UU NO. 5 Tahun 
1997 Tentang Psikotropika. 

Beberapa pelanggaran atas keten tuan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Na··l« ,tibt .. vaitu 

antara lain: 

I . Orang dalam jaringan tcrorganis ir yang melakukan 

pelanggaran 
produksi / peredaran / penyaluran / ekspor/ impor 

(Pasa l 59) , diancam hukuman mati atau seumur 

hidup, atau maksi mal 20 tahun dan denda Rp. 

7 50.000.000,-

2. Lembaga / korporasi yang terlibat dalam l<egiatan 

seperti pada bagian 3 poin pcrtama (Pasal 59) 

diancam denda Rp. 5 miliar. 

3. Memproduksi , mengcdarl;an (Pasal GO), diancam 

hukuman penjara maksi mal 15 tahun dn denda 

maksimal Hp. 200.000.000,-

4. Menyalurkan (Pasal GO). diancam hukuman 

maksimal 5 tahun dan clcnda maksimal Rp. 

I 00.000.000,-

5. Menerima penyaluran (Pasal GO), diancam: 

~ Hulwman penjara mal;simal :l tahun. 



)> Dcnda maksi mal Hp. 60.000.000,-

6. Memilih:i, menyimpan, metn bawa, menanam, 
memelihara (Pasal G2), d iancam penjara m <i ksimal 5 

tahun cl an clen cl a maksimal Rp. 100.000.000,-

7. Menggunal;an (Pasa l 65), diancam penjara maksimal 

I tahun dan clcncla maksimal Rp. 20.000.000,-

8. Pcngguna yang tidak melaporkan diri (Pasal 65), 

diancam penjara maks imal I tahu n dan denda 

maksimal Hp. zo.ooo.ooo,-
9. Keluarga pecandu yang ti dak melaporkan (Pasal 65), 

dianca m penjara maksima l I ta hu n denda maksimal 

Hp. 2o.ooo.ooo.-

Sebenarnya sanksi atas pelanggaran undang-undang 

eli atas culwp berat, terutama bagi produsen atau 

pengedar. Namun, beratnya ancaman hulwman t ida l; 

mampu mcmbendung men ingkatnya pelanggaran, 

karena: 

I. Masyarakat ti dak ata u belum menge tahui sanksi 

itu dengan baik karena kurangnya in fo rmasi dari 

apara t hukum. 

2. Hukuman itu tidak di terapkan dengan kons isten 

oleh aparat penegak hukum karena masih 

maraknya "mafia perad ilan" atau penyuapan oleh 

pelangga r hukum kepada apa rat. 

S. Sebagian masyarakat merasa "terpaksa" karcna 

dihimpit oleh beban kehidupan yang berat ya ng 

tidak dapat cliatas i karena malas atau karcna 



rcndahnya kcmampuan mcnga tas i masa lah. 

Masya rakat butuh uang, tetapi t idak mampu 

rnencari dengan cara lain yang sah, ba ik dan 

produkti f 

D . Partisipasi Masyarakat. 

Penegakan hukum akan sanga t sulit dan hasilnya 

akan sanga t mengecewakan apa bila hanya dilakukan oleh 

apa rat penegak hukurn. Par tisipas i rnasya rakat adalah 

lwnci sul<ses penegakan hukum. ln t inya, h uk um hanya 

efektif kalau rnasya rakat ikut ser ta dalam: 

I . Memberikan in fo rmasi/ laporan adanya pelangga ran. 

2. Mengawasi upaya penangkapan ada nya pelanggaran. 

S. Mengawas i penahanan tersang ka. 

4. Mengawas i jalannya penuntutan 

(persidangan/ pen gad il an ). 

5. Mengawasi jalannya eksekusi huku m. 

6. M engawasi pemusnahan barang buk t i. 

Aga r masyarakat mau berpartis ipas i secara akti f, 

d iperl ukan sya rat: 

I. Adanya aparat 

simpa tik, dan 

berpartis ipas i. 

penegak huku m yang akornoda ti f, 

marnpu mengajak masyarakat 



2. lnstansi pemerintah terkait harus dapat bekerja sama 

secm·a transpa ran dengan LSM atau lembaga sosial 
terl1ait. · 

:J. Perilaku apara penegak hukum yang terpuji dan 

beke1ja dcngan jujur, profes ional, serta kebal sogok 

dan suap. 

·1. Penera pan hukurn seca ra tegas, konsekuen, konsi sten 

dan transparan. 

5. Ada nya petunjul\ atau pedoman untuk berpartisipas i 

bagi masyarakat dari semua instansi terkait agar 

berpartisipasi masyarakat terarah dan efektif. 

Dalam kondisi seperti ini akan semak in runyam,. 

karena masa lah narkoba tidak berdiri sendiri, tetapi 

terkait pula dengan masalah, antara lain rendahnya 

kes~jahteraan , mental, moral , profesionalisme dan 

pengetahuan aparat, keterbatasan keuangan negara . 

Berat ringannya sanksi terhadap pelangga ran 

undang-undang tergantung pada banyak faktor, antara 

lain: jenis narkoba, jumlah narkoba, peranan (bandar, 

pcngedar, pemakai ), lama terlibat dan luasnya pengaruh 

akibat pelanggaran. 







BAB VI 
PERAN LEMBAGA/ INSTANSI 

OALAM UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA 

Keberh as ilan pelaksanaan program P+GN terl e tak 

pada i<eberh as ilan pelaksanaa n kegia tan ad vokasi 

i<epada seluruh lapi san masyarakat sehingga 

scca ra bertahap masyarakat send iri mempunya i 

i<cmampuan unwk menang kal bahaya pcnyalahg unaa n 

dan pcredaran gelap Narkoba. Untuk dapat tercapa inya 

tuj uan tersebu t sanga tlah bergantung pada adanya 

kesada ran dan komitmen dalam melaksanakan tugas 

polw k, fun gsi, peran dan langkah lang kah 

Lembaga / Instansi sebaga i berikut: 

A. TUGAS POKOK, FUNGSI LEMBAGA/ INSTANSI 

I. Tugas Pokok. 

Menyelengga ral< an urusan kemasya rakatan 

dibidang pencegahan, penyalahg unaa n Narkoba. 

2. Fungsi. 

Memfas ilitas i dalam percncanaan, 

pelaksanaan dan pemanfaatan l<cgiatan pcnccgahan 

bahaya penyalahg unaan Narlw ba. 



B. PERANAN LEMBAGA/ INSTANSI 

1. Sebagai Motivator : 

Mcnumbuhkan komitmen di dalam masyarakat 

tcrhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba 

dilingkungannya dan menggcral;kan masyaraka t 

untul1 tidal< hanya mengatakan "tidak" pada Narlwba, 

tctap i mcngajak juga untuk melalwkan upaya 

pcnccgahan scpcrti melakukan kegiatan advokasi 

secar·a perorangan maupun kelompok ya ng ada 

didalarn masyarakat sepert i: Remaja Masjid, Karang 

Taruna, Majel is Taqlim, PKK, Posyandu dan 

scbaga inya. 

2. Sebagai Pembina Kader: 

Membina kader tl alam kegia tan agar mmnpu dan 

tcrarnpil dalarn pengelolaan kegiatan sos iali sas i 

tentang pcncegahan penyalahgunaan tlan pcrcdaran 

gelap Narkoba, baik pero rangan maupun kelompok 

sehingga sos iali sasi tersebut tlapat ber:jalan scsuai 

dcngan rencana ya ng telah di sepakati. 

3. Sebagai Fasilitator : 

Mcngajak kader, remaja, orang tua, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya 

untuk berperan serta dalam sosia li sasi upaya 

pencegahan penyalahgunaan dan pcreda ran gelap 

Na rkoba baik secara langsung ma upun titlak 

langsung. 



C. LANGKAH- LANGKAH LEMBAGA/ INSTANSI. 

Scbclum melaksanakan kegiatan operasional 

pmccgaha, para pelaksana terl ebih clahulu henclaknya 

rn clakukan berbagai persiapan agar kegiatan tersebut 

dapat terlaksana clengan baik sebaga imana yang 

diharpl;an. persiapan tesebut meli puti : 

!. Penyiapan sasaran. 

a. Mengiclentifil<asi Sasaran 

Me nentukan kclompol; masya rakat yang akan 

mcnjacli sasa ran / obyek penyuluhan P+GN. 

Contoh : si swa SD, SMP, SMU, Kelornpok, 

Rcmaja Masjid Taklim, OHMAS, Organisasi 

Kepemuclaan DLL. 

b. Mcngicletifikasi po tensi dan sumber yang ada 

pada setiap kornponen scpc rti lwal itas sumber 

daya manus i, pengetahuan dan kete rampilan , 

dana/ keJ,ay<:~an, sanma dan prasa rana tisik , 
tcnaga, l<ekuatan dn pcngaruh rclasi/ hubungan 

atauja rin g-an. 

c. Melakukan analisi s te rh adHp mas<Jia h dan 

kebutuhan yang ada pada rnasing - masing 

komponen dalam pcnregahanPenyalahgunaan 

Narkoba. 

d. Melakukan pcnguatan pada setiap lw mponen 

melal ui l\egiatan pclatihan scsuai hasil ana lisi s 
di111 kebutuhan : 



1. Materi : 
a. Pengetahuan dasar bahaya 

penyalahgunaan narkoba 

b. Keauaan clan masa lah penyalahg unaan 

Narkoba 

c. Peran masyarakat dal am pencegahan 

penyalahgunaan narkoba . 

u. Peran pemerintah dalam pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba. 

e. Outreach 

f T eknik -teknik pengembangan stra tegi 

pencegahan penya lahg unaa n Narkoba 

g. T eknik - teknik melakukan simulasi. 

h. T eknik- teknik Peny uluhan 

Sos ialisas i 

J KIE (komunikasi, lnformasi dan Edukasi) 

k. Peny us unan rencana kerja. 

I. Dan lain- lain sesuai masalah dan 

kcbutuhan yang spesifik pada masing -

masing daerah. 

:1. Pelaksana 
a. Instansi Pemerintah 

b. ORMAS' 

c. LSM 
d. Organisasi Kepemudaan 

e. M embangun komitmen antar komponen -

komponen tersebut dan mengorganisir 

berbagai potensi dan sumber didalam 



untuk digunakan bagi kegiatan Advokasi 

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

f Menggerakan komponen komponen 

masyaral<at untuk aktif dalam pencegahan 

penyalahgunaan N arkoba 

g. Menentukan sistem inisiator (misalnya 

ketua RW, TOGA/ TOMAS, ORMAS, 

Organisasi Kepemudaan) Lmtuk memimpin 

dan menggerakan komponen - komponen 

tersebut dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. 



RACMN.-.--• 



EAE 





BAB VII 
PENUTUP 

P enyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba 

sangat berisiko baik terhadap kelangsungan 

hidup pemakai maupun orang-orang lain 

(keluarga, lingkungan, masyarakat luas) baik secara fisik , 

psiko sosia l, maupun ekonomi. Banyak upaya ya ng sudah 

dan sedang di lakukan oleh masya rakat untuk 

mengurangi res iko penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkoba seperti melalui upaya pencegahan, perawatan 

dan rehabilitasi . 

Selain itu juga dil ak ukan upaya pengurangan 

pemasokan, pengurangan permintaan dan upaya-upaya 

khusus untuk mengurangi dampak buruk. Upaya-upaya 

tersebut dilakukan secara bersama-sama olch Badan 

Narkotika Nasional, lembaga pemerintah lain yang 

terkait dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). 

lntinya, keberhasilan pelaksanaan program P+GN 

terletak pada keberhasilan pclaksanaan kegiatan advokasi 

kepada seluruh lapisan masyarakat schingga sccara 

bertahap masyarakat sendiri mcrnpunyai kemampuan 

untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan pcrcda ran 

gelap Narkoba. Untuk dapat tcn :apainya tujuan tcrsebut 

sangatlah bergantung pada adanya kcsadaran dan 



lwmitmc11 dalam melaksanakan tug-as pokok , fungsi dan 

pcran instc1nsi pemerintah dan masyaral<at. 

Dcng-an terbimya bulw Advol<asi ini diharapkan 

dapat digunakan berbagai pihal< untu l< dijadikan 

pedoman dalam rnemberilian sos iali sas i, advokasi, dan 

knnselinp; scrta pelayanan lainnya Uiberbagai J, egiatan 

scperti kclompol< remaja, sclw lah , pesantren, prarnuka 

atau pusat-pusat J.i.onsultasi pencegahan pcnyalahgunaan 

dan pcrcdaran gclap Narlwba sehingga targe t Indones ia 

Bcbas Na rlioba t.a hun 20 15 dapat te rcapai dcngan pe ran 

bcrbagai pihalc 
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